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BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang dan Perumusan Masalah Pandemi yang disebabkan
oleh Corona Virus Disease 2019 (atau yang selanjutnya di sebut Covid-19) merupakan problem
bagi semua negara di belahan bumi manapun. Ditengah kondisi yang kian menghawatirkan
juga mempengaruhi sistem persidangan di semua pengadilan Negara Republik Indonesia
bahkan di seluruh negara. Dampak yang sangat besar dari pandemic Covid-19 tidak hanya
berimbas pada kestabilan sosial dan ekonomi, namun juga memberikan dampak pada semua
bidang, termasuk tatanan peradilan di Indonesia.1 Di masa pandemi Covid-19 ini membuat
banyak pihak mengalami krisissekonomi sehingga marak terjadi berbagai kasus kejahatan yang
dilatarbelakangi krisis ekonomi. Oleh karenanya proses peradilan merupakan salah satu
kebutuhan dasar di masyarakat yang tidak bisa diabaikan, putusan pengadilan dapat
mempengaruhi hakkseseorang yang diambil atau dilanggar. Perselisihan hukum keluarga rentan
terjadi di tengah situasi yang tidak menentu seperti saat ini. Kondisippandemi yang menuntut
adanya pembatasan sosial bagi setiap orang untuk tidak berkontak secara langsung, kepatuhan
terhadap standar penanganan protokol kesehatan dan pencegahan Covid-19 yang telah
ditetapkan pemerintah juga 1 RR. DewiaAnggraeni, 2020, “Wabah PandemicCovid-19, Urgensi
Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik”.aAdalah: BuletinnHukum dannKeadilan, Vol. 4, No. 1
mempengaruhi proses penyelesaian sengketa yang memerlukan pertemuan tatap muka
dalammpersidangan.2 Pada era normal, proses persidangan dilaksanakan dengan prosedur
manual juga secara langsung dengan menghadirkan para para pihak yang terlibat, tetapi 
dalam kondisi yang mengharuskan adanya pembatasan sosial ini, sebagai alternatif
persidangan dilakukan secara online. Protokol kesehatan pada saat persidangan harus dipatuhi
dengan ketat. Hal ini harus dilakukan, karena jika persidangan dilanjutkan seperti biasa,
dampak penyebaran virus Covid-19 akan lebih berisiko, sedangkan jika persidangannditunda
akan mengakibatkannkerugian bagi para pihak karenaastatus yang tidak jelas dari paraahakim.
Penggunaan sistemmelektronik ini bertujuan untukmmengurangimrisiko penularan virus Covid-
19.dDenganmmembatasi keramaian di ruang sidang pada saat sidang secara langsung,
sehingga penggunaan sistem ini dinilai cukup efektif dalam menerapkan social distancing di
ruang sidang. Sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa Indonesia
merupakan negaraahukum, dengan adanya jaminan dalam penyelenggaraan
kekuasaannkehakiman yang bebas dan merdeka, tidak dipengaruhi oleh kekuasaan lain dalam
rangka menegakkan hukum dan keadilan 2 RidwannAnwar, 2021 “BagaimanaaPengadilan
MenghadapipPandemi Covi d19? Diskusi Virtual Ditjen Badilag dan Family Court of Australia”
(cited 2021 juni 12) Available from: https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-
badilag/seputar-ditjen-badilag/bagaimana- pengadilan-menghadapi-pandemi-covid19-diskusi-
virtual-ditjen-badilag-dan-family-court-of- australia merupakan salah satu asas negara hukum.
3 Bahwa hukum perdata merupakan hukum yang mengatur hak dan kewajiban para pihak
yang terlibat dalam hubungan hukum perdata. Bawasannya praktek hukum dan keadilan perlu 
juga memperhatikan doktrin maupun teori hukum yang harus dianut yang didukung dalam
melaksanakan peradilan sehingga hakim dan penasihat hukum serta pencari keadilan sendiri
perlu memperhatikannya. Diharapkan ketentuan dan aturan yang terdapat dalam peraturan
hukum ini menjadi acuan dalam praktik hukum yang dilakukan dalam menangani perkara
perdata.4 Demi merespon dinamika kebutuhan hukum di mahyarakat, Mahkamah Agung
sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman peradilan berwenang untuk menerbitkan peraturan
Mahkamah Agung atau PERMA yang bertujuan untuk mengisi kekosongan dalam hukum acara
perdata agar tetap dapat berjalan. Contante justitie merupakan salah satu prinsip peradilan di
Indonesia yang berarti peradilan memberikan fasilitas cepat dan mudah dengan berbiaya yang
terjangkau seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009. E- court
berdasarkannPERMA no.1 tahun02019 menjelaskan mengenai persidangan elektronik, proses
menyelesaikan suatu perkara dengan mengikuti perkembangan jaman dan situasi yang ada
agar dapat meminimalisir waktu dan tempat. Dengan 3 BasiqdDjalil, 2017, “Peradilan Agama di
Indonesia”, Jakarta, Kencana, hlm. 9 4 AbdulkadirmMuhammad, 2015, Hukum Acara Perdata
Indonesia, Bandung, PT citra Aditya Bakti, hlm. xi-xii sistem elektronik berikut diharapkan
dapat mencapai tujuan dalam pelaksanaannya sesuai melalui asas “peradilan yang sederhana,
cepat dan biaya ringan”.5 Pengadilan melakukan penerapan terhadap sistem kerja berdasarkan
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yang mana 
hakim dan aparatur peradilan dapat menjalankan tugas kedinasannya dengan bekerja di rumah
(WFH). Hal ini tertuang dalam Surat Edaran MahkamahhAgung RI atau SEMA Nomor 1 Tahun
2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dalam Pencegahan Penyebaran Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung RI juga Badan Peradilan yang
bernaung di bawahnya. Dalam ketentuan SEMA tersebut dijelaskan bahwa tugas kedinasan
dapat dilakukan di rumah termasuk pelaksanaan administrasi persidangan dengan 
menggunakan aplikasi e-Court dan e-Litigation dalam pelaksanaannya dengan menggunakan
koordinasi, rapat, dan tugas kedinasan lainnya. Untuk kasus-kasus di mana jangka waktu
pemeriksaannya dibatasi oleh undang-undang, bahkan jika jangka waktu peninjauan yang
ditentukan oleh undang-undang terlampaui, hakim dapat menunda pemeriksaan dengan
memerintahkan Panitera Pengganti untuk mencatat dalam Berita Acara Sidang terkait adanya
keadaan mendesak berdasarkan surat edaran ini. Majelis hakim memiliki wenang untuk
menentukan penundaan persidangan dan membatasi pengunjung pada saat sidang jika masih
ada perkara yang masih harus disidangka secara langsung, maka majelis hakim dapat
membatasi jarak dan 5 ZilnAidi, 2020, “Implementasi E-courtddalammMewujudkan
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PenyelesaianmPerkara Perdata yang Efektif dan Efisien” Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49 No.1,
Halaman 80-89 juga keamanan antara pengunjung persidangan, dan dapat memerintahkan
protokol kesehatan agar tetap dilakukan dengan memeriksa suhu tubuh dan melarang kontak
fisik secara langsung seperti berjabat tangan bagi pihakkyangaakannhadir atau akan
dihadirkan dalammpersidangan. Dalam perkembangan saat ini khususnya di bidang
administrasi peradilan digunakan untuk mengambil langkah pembenahan yang telah dijalankan
MA dan juga pengadilan lain yang berada di bawahnya. Hal ini merupakan bentuk nyata dari
suatu administrasi yang digunakan untuk mencapai tujuan hukum dengan melaukan penegakan
yang tetap berdasar pada tiga prinsip keperluan hukum berikut yaitu prinsip keadilan, kepastian
hukum serta kemanfaatan. MA telah menetapkan e-Court ini sebagai peningkatan sebuah
pelayanan. Namun disisi lain harus tetap memperhatikan prinsip kemanfaatan yang dapat
digunakan dalam proses persidangan dan juga kemanfaatan terhadap penetapan serta
pelaksanaan setelah PERMA NO 1 Tahun 2019 ini di tetapkan. Oleh karena itu tidak menutup
kemungkinan adanya kendala yang harus diperbaiki dan juga mendapatkan sebuah solusi untuk
meningkatkan program e-court ini. Memasuki era 4.0 apabila berkaitan dengan teknologi maka
keselarasan yang harus di terapkan bagi manusia khususnya masyarakat indonesia sangatlah
penting untuk mewujudkan sistem hukum yang baik. Untuk mengatasi kendala dan juga 
hambatan dalam prosedur administrasi peradilan, maka perlu adanya pembaruan. Dengan
demikian maka perlu lakukan sidang yang berbasis online dengan media elektronik guna
memenuhi kebutuhan dan juga menciptakan pelayanan peradilan yang efektif dan juga
efisien.6 Maka hal ini penting untuk dilakukan penelitian dan menganalisa terkait dengan
penerapan e-court yang telah beroperasi secara optimal sebagai wujud dari efektifitas dan juga
efesiensi perkara yang masuk. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Gresik Kelas IA.
Juga menganalisa kelebihan dan kekurangan dalam sidang secara elektronik bagi pihak-pihak
pengguna untuk mengetahui kemanfaatan adanya e- court. Merujuk pada latar belakang yang
telah dipaparkan, ada beberapa pokok permasalahan yang diangkat dan dirumuskan
diantaranya : 1. Bagaimanakah pelaksanaan peradilan perdata melalui sistem e-court pada
masa pandemi Covid-19? 2. Bagaimanakah kelebihan dan kekurangan pelaksanaan peradilan
perdata melalui sistem e-court pada masa pandemi Covid-19? B. TujuannPenelitian
Berdasarkan pokok rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam
penulisan ini antara lain sebagai berikut : 1. Untuk menganalisa pelaksanaan peradilan perdata
melalui sistem e- court pada masa pandemi Covid-19 6 Kementrian Keuangan RI, 2019, “E-
court, Berperkara di Pengadilan secara Elektronik” (cited 2021 juli 2021), available from: 
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca- artikel/12840/E-court-Berperkara-Di-
Pengadilan-Secara-Elektronik.html 2. Untuk menganalisa kelebihan dan kekurangan
pelaksanaan peradilan perdata melalui sistem e-court pada masa pandemi Covid-19 C. Manfaat
Penelitian Yang menjadi salah satu faktor dalam pemilihan masalah yang diangkat, diharapkan
dapat memberikan manfaat dapat diambil dalam penulisan ini, antara lain : 1. ManfaattTeoritis
a. menurut teoritis, penulisan ini bermanfaat dan menjadi pertimbangan berkembangnya 
penggunaan aplikasi e-court dalam pelaksanaan peradilan di lingkungan Pengadilan Negeri
Gresik Kelas IA dan usaha yang diterapkan guna memeberikan pelayanan sistem e-court yang
lebih baik. b. Diharapkan isi dari penelitian dapat memeberikan atau bisa dijadikan sebagai
referensi ataupun literatur mengenai prosedur pemakai fitur e-court. c. Penulisan ini diharapkan
dapat menjadi referensi untuk penulisan lebih lanjut terkait topik e-court di masa mendatang.
2. ManfaatpPraktis a. Penulisan ini menjadi cara penulis mengasah kemampuan untuk
melakukan penelitian dan merumuskan masalah yang dibentuk secara tertulis, diharapkan akan
memberi lebih banyak pengetahuan dan wawasan secara umum berkaitan dengan pokok
permasalahan yang telah diuraikan, sehingga dapat memberikan analisa lebih mengenai
penerapan fitur e-court yang diberikan oleh Pengadilan Negeri tidak lupa menyertakan landasan
yuridis pelaksanaannya yaitu PERMANNomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Persidangan 
Secara Elektronik yang telah di perbarui menjadi PERMA Nomor 1 Tahun 2019
tentanggAdministrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. b. Diharapkan
penulisan ini benar-benar memberikan manfaat bagi banyak pihak khususnya mahasiswa
supaya lebih mengerti penerapan dan penggunaan fitur e-court di Pengadilan Negeri
berlandasan yuridis guna penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2019, merupakan bahan referensi
sehingga berguna bagi semua pihak dan kalangan yang berkaitan. c. Penelitian ini diharapkan
dapat member rekomendasi untuk penyempurnaan pelaksanaan sidang secara elektronik
dalam prespektif hukum acara perdata. D. Kerangka Konseptual Berisi uraian tentang
keterangan, pengertian, konsep dan teori-teori atau pendapat yang didasarkan pada penelitian
ataupun penemuan yang berfungsi sebagai frame atau kerangka dalam pembahasan masalah.
Dalam skripsi ini maka, penulis akan menggunakan kerangka konseptual untuk memberikan
pedoman dasar sebagai berikut 1. Hukum Acara Perdata Seperangkat kaidah yang mengatur
tentang hubungan individu merupakan maksud dari hukum perdata yang secara luas meliputi
hukum-hukum pokok yang mengatur segala kepentingan pereorangan atau yang di sebut
hukum privat materill, hal ini dijelaskan ole Subekti. Dengan adanya kaidah materiil ini maka
erat kaitannya dengan pelaksanaan untuk itu dibutukkan suatu susunan kaidah formiil yang
mengatur proses dan prosedur penegakan hukum materiil yang selanjutnya di sebut Hukum
acara.7 Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa adanya hukum acara perdata berisi aturan-
aturan dasar keperdataan dengan mengatur cara penataan hukum, dan juga berjalannya
persidangan mulai dari pengajuan tuntutan, pelaksaan sampai dengan putusan atau penetapan,
hal ini guna terjaminnya hukum materiir. Hukum formil ini yang telah dibentuk sedemikian rupa
untuk menegakan hukum perdata materiil atau hukum acara perdata dalam hal ini berisikan
serangkaian aturan yang mengatur cara seseorang untuk bertindak di muka pengadilan, hal ini
dijelaskan oleh Wirjono Projodikoro bahwa hukum acara perdata juga mengatur cara
pengadilan harus bertindak menyelesaikan 7 Subekti, 1985, Pokok-Pokok Hukum Perdata,
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Jakarta, Intermasa, hlm.38 perkara yang diajukan di pengadilan untuk melaksanakan
berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.8 a. Asas- Asas Hukum Acara Perdata Dalam
pelaksanaan Hukum Acara Perdata terdapat Asas-asas Hukum Acara Perdata, yaitu:9 1) Hakim
Bersifat Menunggu Dalam asas ini menjelaskan bahwa untuk pelaksanaan dalam mengajukan
sebuah tuntutan dalam hak keperdataan diberikan kepada para pihak yang berkepentingan,
sehingga perihal dilanjutkan atau tidaknya proses penyelesaian perkara atau tuntutan hak itu
diserahkan sepenuhnya kepada para pihak yang berkepentingan. Untuk itu berlaku adagium
“judex ne precedat ex officio”, apabila tidak ada gugatan, maka disitulah tidak ada hakim. 10 
2) Hakim Bersifat Pasif Hakimtidak dapat memperluas ataupun mengurangi pokok sengketa
yang diajukan oleh pihak yang berperkara. Artinya bahwa ruang lingkup 8 Wirjono Prodjodikoro
, 1975, Hukum Acara Perdata di Indonesia, Bandung, Sumur Bandung, Hlm. 13 9 Bambang
Sugeng dan Sujayadi, 2012, Pengantar Hukum Acara Peradata, Kencana, Jakarta, h.3 10 Ibid.
h.4 atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk pemeriksaan yang pada
asasnya ditentukan oleh para hakim11 Bahwa setiap pihak memiliki hak mengakhiri sengketa
sendiri secara bebas atas sengketa yang telah diajukan di pengadilan. Dengan ini hakim tidak
memiliki hak untuk menghalang-halanginya. Yang dimaksud dalam mengakhiri sengketa sendiri
ialah berbentuk pencabutan gugatan dan atau perdamaian. 3) Sifat Terbukanya Persidangan
Pada dasarnya didalam pemeriksaan sidang pengadilan menerapkan asas terbuka untuk umum,
yang berarti persidangan boleh dihadiri setiap orang. Maksud dari asas ini ialah memberikan
hak-hak asasi manusia kepada setiap individu didalam ranah peradilan, bermaksud
mempertanggungjawaban pemeriksaan yang adil seadil-adilnya dan tidak memihak, sehingga
putusan yang dibersifat adil setiap individu. 12 Jika suatu pemeriksaan tidak dilakukan secara
terbuka ataupun suatu putusan diucapkan dalam sidang tertutup maka putusan tersebut
bersifat tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum serta beresiko batalnya putusan
tersebut. Namun dikecualikan jika ditentukan oleh undang-undang lain yang membuat hakim
harus melakukan persidangan secara tertutup maka diperbolehkan, contohnya dalam perkara
perzinaan. 11 Ibid. h.4 12 Ibid. h.5 4) Mendengar Kedua Belah Pihak (Audi et alteram partem)
Dalam perkara acara perdata masing-masing pihak harus diperlakukan secara sama serta
tidan memihak salah satu pihak. Pengadilan mengadili suatu perkara menurut hukum
diwajibkan untuk tidak membeda- bedakan setiap individu yang berperka. Maka dengan ini pula
masing- masing pihak diberi kesempatan mengutarakan pendapatnya sejujur- jurjurnya. Hakim
tidak boleh hanya mendengarkan dan menerima keterangn dari salah satu pihak, sehingga
hakim harus mendengarkan dari kedua belah pihak. Asas ini juga menjelaskan  Universitas
Pendidikan Ganesha on 2020-02-05">bahwa kedua belah pihak yang berperka  Universitas
Pendidikan Ganesha on 2020-02-05">berhak mengajukan alat bukti disaat persidangan. 
Universitas Pendidikan Ganesha on 2020-02-05">5) Putusan Harus Disertai Alasan Setiap 
Universitas Pendidikan Ganesha on 2020-02-05">putusan-putusan yang telah diucapkan
didalam pengadilan harus disertai dengan alasan yang didalam alasan tersebut mengandug
dasar untuk mengadili. Alasan tersebut digunakan oleh hakim sebagai pertanggungjawaban
mengenai putusannya bagi masyarakat. Maka dengan ini memiliki nilai objektif. 13 Dalam
putusan Mahamah Agung disebutkan mengenai putusan yang tidak lengkap sehingga
diadakannya kasasi dan harus dibatalkan. 13 Ibid. h.6 sebuah pertanggungjawaban putusan
tidak jarang mencari dukungan dari yurisprudensi dan ilmu pengetahuan 6) Beracara
Dikenakan Biaya Setiap perkara perdata dikenakan beberapa biaya-biaya sebagai berikut, yang
pertama meliputi biaya kepanitaraan, yang kedua biaya panggilan, dan yang terakhir yaitu
biaya materai. 7) Tidak Ada Keharusan Mewakili Para pihak yang berperkara tidak diwajibkan
untuk diwakili orang lain atau kuasa hukumnya dalam aturan HIR, namun jika para pihak
hendak dibantu atau diwakilkan kuasa hukumnya maka tetap di perbolehkan. Hakim hanya
wajib memeriksa setiat sengketa yang telah di ajuakan kepadanya. .Seseorang yang dimaksud
diberi kuasa harus seorang advokat yang memiliki surat izin praktik, dikecualikan kepada
perkara yang kuasanya kepada anggota keluarga yang memiliki hubungan kerja. b. Alur
Perkara Perdata di Pengadilan Agar lebih mudah memahami alur perkara dalam hukum acara
perdata berikut gambaran bagan :14 14 Ibid. h. 7 1. Pendaftara Gugatan 2. Pemanggilan Para
Pihak 3. Sidang 4. Mediasi 8. Putusan 7. Kesimpulan 6. Pembuktian 5. Jawab- Jinawab 9.
Upayah Hukum 10. Eksekusi Keterangan sebagai berikut 1) Pertama diawali dengan penggugat
yang mendaftarkan gugutan ke Pengadilan Negeri yang berwenang yang telah menyelesaika
proses administrasi biaya panjar perkaranya kemudian panitera akan menerbitkan nomor
register perkara. 2) Setelah pelimpahan gugatan di pengadilan negeri yang bersangkutan
selanjutnya ketua pengadilan negeri berwnang menunjuk hakim yang nantinya akan
menyidangkan perkara, Kemudian hakim yang dipilih oleh ketua pengadilan akan menentukan
jadwal atau tanggal sidang pertama serta hakim akan memerintahkan pemanggilan masig-
masing pihak yang akan berperkara. 3) Jika para pihak telah hadir dalam sidang pertama baik
tergugat maupun penggugat maka hakim akan memerintahkan kepada masing- masing pihak
untuk melakukan proses mediasi. 4) Seorang mediator akan mendampingi para pihak untuk
melakukan mediasi terlebih dahulu yang sebelumnya telah terdaftar di pengadian negeri yang
bersangkutan dan memiliki jangka waktu paling lama adalah 40 hari. 5) Jika dalam jangka
waktu 40 hari tersebut masing-masing pihak tidak menemukan kesepakatan dalam mediasi,
dengan ini kedua belah pihak harus kembali kedalam proses persidangan dan selanjutnya akan
dimulai proses jawab-jinawab. Proses tersebut diawali dengan pembacaan gugatan oleh
penggugat, selanjutnya dilanjutkan oleh jawaban tergugat. Kemudian jawaban tergugat dapat
disanggah oleh replik dari penggugat yang kemudian bisa di bantah oleh duplik dari tergugat.
6) Proses selanjutnya ialah pembuktian, pada proses ini masing-masing pihak diberikan
kewenangan untuk mengajukan masing-masing alat bukti dalam membutikan dalil-dalil dari
masing-masing pihak, baik bukti secara tertulis ataupun bukti keterangan saksi. 7) Proses
pembuktian akan ditutup oleh hakim jika sudah tidak ada lagi alat bukti yang perlu diperiksa,
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selanjutnya hakim akan mempersilahkan para pihak untuk menyusun kesimpulan yang diman
didalam kesimpulan tersebut memuat pendapat dari masing-masing pihak serta memperkuat
dalil-dalil mereka atas hasil dari pembuktian. 8) Setelah masing-masing pihak memberikan
kesimpulan, selanjutnya hakim dapat menjatuhkan putusannya. 9) Jika ditemukan pihak yang
merasa keberatan atas apa yang telah di putuskan atau yang telah dijatuhkan oleh hakim,
dalam kurun waktu yang telah ditentukan, bagi pihak yang merasa keberatan bisa untuk
mengajukan beberapa upayah hukum seperti banding, kasasi dan peninjauan kembali. 10) Bagi
pihak yang telah memenangkan putusan dapat memohon untuk melaksanakan putusan
ataupun eksekusi, jika putusan tersebut telah sah atau mempunyai kekuatan hukum tetap. 2.
Tinjauan E-Court Berkembangnya teknologi dan informasi mendukung penggunaan sistem e-
court atau persidangan elektronik ini dengan proses dan prosedur pemeriksaan dan mengadili
yang dapat dilakukan secara elektronik. Sistem ini dapat dipergunakan pada pengadilan yang
menyediakan layanan e-court yaitu di pengadilan umum, pengadilan TUN, Pengadilan Agama
dan juga Pengadilan Militer. Layanan ini merupakan instrument pengadilan yang bertujuan
untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat yang di peruntukkan bagi para pengguna
pencari keadilan yang telah terdaftar dalam intrumen pengadilan dalam hal e-filing atau 
pendaftaran perkara secara elektronik, e-SKUM atau taksiran panjar biaya elektronik, e-
payment atau pembayaran secara elektronik, e-summons atau pemanggilan elektronik dan
juga e-litigations atau persidangan elektronik15. a. Tujuan dan Manfaat E-court Guna
mewujudkan usaha peningkatan kinerja sebuah peradilan dengan ini disediakannya sebuah
layanan peradilan berbasis online atau elektronik diharapkan dapat menjadi unsur pendukung
dalam tata laksana internal itu sendiri. Melalui sistem elektronik atau online dalam layanan
administrasi peradilan menyediakan layanan mulai dari pendaftaran hingga pada akhir putusan.
Melalui E-court pengadilan dapat berjalan dengan sangat efektif karena dapat melakukan
penghematan biaya tentunya juga menghemat waktu serta menghemat tenaga dari advokat
maupun pihak-pihak yang terlibat yang mungkin jika tidak melalui sistem online akan
mengalami antri yang memakan waktu ketika ingin melaksanakan sidang diperadilan. Didalam
peraturan Mahkamah Agung mengenai sidang online atau E- court diterbitkan karena terjadinya
penumpukan dan peningkatan perkara yang didaftarkan di pengadilan sehingga menimbulkan
antrian yang cukup panjang namun perkara-perakara yang masuk harus segera diselesaikan
tepat waktu, dengan ini dibutuhkan sarana yang dapat menyelesaikan perkara yang tidak
memakan waktu. Hadirnya persidanagn online diharapkan dapat mengurangi angka
penumpakan perkara yang sedang dalam antrian sidang. Persidangan 15 Mahkamah Agung RI,
“e-court” (cited 2021 juli 16), available from: https://ecourt.mahkamahagung.go.id/ online ini
diharapkan dapat membantu bagi mereka baik advokat, staff lainnya maupun pihak-pihak yang
berperkara, jika mereka mengalami kendala menuju peradilan dan dapat menghemat waktu
dan biaya menuju tempat persidangan. Persidangan online sudah diberlakukan pada tahun
2018 dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 (selanjutnya
disingkat PERMA Nomoe 3 tahun 2018). Sistem ini dikeluarkan dan memiliki fungsi
menyediakan layanan pendaftaran perkara secara online, maka masyarakat dapat menghemat
waktu mereka. Agar dapat mencapai tujuan dari peradilan dengan sistem elektronik maka
dengan ini Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA Nomor 4 tahun 2019 tentang Kewajiban
Pendaftaran Perkara Perdata Melalui E-court kemudian diberlakukan sejak tanggal 10 juni 2019
yang berlaku di seluruh Pengadilan Negeri Kelas 1A khusus. Sejak dikeluarkannya Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di
Pengadilan secara Elektronik (selanjutnya disingkat PERMA nomor 1 tahun 2019) maka PERMA
nomor 3 tahun 2018 tidak berlaku kembali sesuai denagn pasal 38. Namun ditekankan pula
pada pasal 37 bahwa PERMA nomor 3 tahun 2018 tersebut tetap berlaku asalkan tidak
bertentangan dengan PERMA yang dikeluarkan tahun 2019, ini Sesuai dengan Keputusan Ketua
Mahkamah Agung RI nomor 129/KMA/SK/VII/2019 tentang petunjuk Teknis Administrasi
Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, disebutkan dalam bagian nomor tiga 
bahwa sejak diterbitkannya keputusan ini PERMA nomor 3 tahun 2018 masih diberlakukan 
dengan jaminan tidak bertentangan dengan keputusan ini. Pada bagian nomor dua
menjelaskan bahwa tidak diberlakukannya peraturan mengenai Keputusan Ketua Mahkamah
Agung RI Nomor 122/KMA/SK/VII/2018 tentang Pengguna Terdaftar dan telah dicabut.16
Dengan dikeluarkannya PERMA No.3 tahun 2018 menjadi gerbang perdilan online yang
sekarang telah dicabut dan direvisi dalam PERMA No.1 Tahun 2019 tentang Administrasi
Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Dengan diberlakukannya PERMA ini
memudahkan dan memberikan kesejahteraan dan kemanfaatan baik dari pihak penegak hukum
maupun para pihak dan juga masyarakat yang menyelesaikan perkaranya. b. Ruang Lingkup E-
court dalam PERMA No. 3 Tahun 2018 Pendaftaran perkara online melalui aplikasi E-Court
dalam PERMA nomor 3 tahun 2018 ini hanya dibuka untuk perkara gugatan dan akan terus
dikembangkan lagi. Pendaftaran perkara gugatan di pengadilan tersebut merupakan jenis
perkara yang pendaftarannya dilakukan di Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan
Tata Usaha Negara (TUN). Dalam proses pendaftaran perkara gugatan ini dibutuhkan usaha
yang lebih, sehingga menjadikan E-Court sebagai salah satu alternatif dan usaha yang lebih
mudah. Semua pengguna E-Court yang sudah melakukan pendaftaran perkara, maka pengguna
yang sudah terdaftar tersebut akan otomatis mendapatkan 16 Sonyendah Retnaningsih, et al.,
2020, Pelaksaan E-court menurut PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Aministrasi Perkara di
Pengadilan Secara Elektronik dan E-Litigation menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Jurnal Hukum &
Pembangunan Vol. 50 No. 1 : 124-144, h.132 panjar biaya secara elektornik berdasarkan
komponen biaya yang tercantum oleh aplikasi E-Court itu sendiri. Biaya radius yang ditetapkan
oleh ketua pengadilan juga mempengaruhi besarnya E-SKUM ini Pemanggilan elektronik atau
yang di sebut e-sommons dalam PERMA no. 3 tahun 2018 bahwa pemanggilan dilakukan secra

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


12/5/21, 8:40 AM Turnitin

https://www.turnitin.com/newreport_printview.asp?eq=0&eb=1&esm=0&oid=1720671428&sid=0&n=0&m=2&svr=49&r=60.30402760998768&la… 12/22

elektronik ke domisili elektronik atau e-mail yang sudah di daftarkan oleh pengguna terdaftar
kecuali pada tergugat untuk pemanggilan pertama tetap dilakukan secara langsung melalui juru
sita, kemudian jika pada saat sidang pertama tergugat hadir maka akan di mintai persetujuan
untuk selanjutnya dilakukan secara elektronik atau manual seperti biasa. Langkah pertama
yang harus melakukan pendaftaran syarat wajib yakni memastikan bahwa harus sudah 
memiliki akun aplikasi E-Court terlebih dahulu. Dalam melakukan pendaftaran melalui E-Court,
hal pertama yang dilakukan adalah membuka website E-Court Mahkamah Agung di
https://ecourt.mahkamahagung.go.id yang dilanjutkan dengan menekan tombol register
pengguna terdaftar. Menurut PERMA no. 3 tahun 2018 pengguna yang dapat beracara
menggunakan e-court hanyalah pengguna terdaftar dalam hal ini yaitu Advokat. Dalam
melakukan pendaftaran pengguna terdaftar, aktivasi akun akan dikirimkan kepada pengguna 
melalui email yang valid dan sudah didaftarkan yang nantinya akan dijadikan sebagai alamat
domisili elektronik pengguna terdaftar. Pengguna terdaftar akan mendapatkan email user dan
password jika pendaftaran berhasil yang sudah dibuat sebelumnya dan bisa digunakan pada
saat log in di aplikasi E-Court . Log in di aplikasi E-Court sangat mudah dilakukan dengan
menekan tombol log in di halaman pertama E- Court lalu dilanjutkan dengan melakukan
pengisian data guna melengkapi data Advokat. 17 Saat melengkapi data Advokat, diharuskan
diisi sesuai dengan persyaratan yang telah diatur padaPERMA No. 3 Tahun 2018 yang telah
diratifikasi dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 yang terdiri dari KTP (Kartu Tanda Penduduk),
KTA (Kartu Tanda Anggota) dan berita acara sumpah. Apabila persyaratan tersebutsudah
lengkap dan benar selanjutnya jika akan beracara secara e-court harus menunggu verifikasi dal
validasi dari Pengadilan Tingkat Tingi tempat advokat tersebut disumpah. Untuk
menyelesaikan perkara dengan sistem E-Court, langkah-langkah yang harus dilakukan yakni
melakukan pendaftaran perkara setelah pengguna terdaftar dinyatakan sudah terverifikasi
sebagai Advokat oleh Pengadilan Tingkat Tinggi tempat Advokat tersebut disumpah. Tahapan 
pendaftaran perkara melalui aplikasi E-Court bisa dilakukan melalui Sistem Informasi
Pengadilan, dengan: 1) Memilih Pengadilan Berangkat dari menu gugatan online, pengguna
bisa memilih menu tambah gugatan. Advokat bisa beracara di Pengadilan yang telah tersedia
dan membuka layanan E-Court. Dalam hal ini, pengadilan di 17 Rizky Nur Vita, 2021, “Analisis
Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Berbasis E-court di Pengadilan Agama Mungkid Dalam
Upayah Penerapan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan”, Skripsi, Fakultas
Syariah IAIN Purwokwrto Indonesia yang membuka layanan E-Court tidak serempak. Akan
tetapi bagi mereka yang telah dinyatakan siap oleh masing-masing dirjen. 2) Mendapatkan
Nomor Register Online (Bukan Nomor Perkara) Setelah selesai dalam memilih Pengadilan,
pengguna terdaftar otomatis akan mendapatkan nomor register online dan barcode yang 
bukan merupakan nomor perkara. 3) Pendaftaran Kuasa Selama proses dalam pendaftaran
kuasa, pengguna terdaftar harus melakukan upload surat kuasa sebelum berlanjut ke tahap 
pendaftaran perkara selanjutnya. Pada setiap pendaftaran perkara akan selalu terlampir syarat
pendaftaran seperti berita acara sumpah, ktp, dan kta sehingga tidak perlu lagi mencantumkan
syarat tersebut pada tahap ini. Dokumen-dokumen tersebut sudah terdaftar setelah 
pendaftaran akun pengguna terdaftar. 4) Mengisi Data Pihak Tahap mengisi data pihak ini 
wajib dilakukan oleh pengguna dalam pendaftaran perkara. Dalam proses pengisisan data
pihak ini, maka diharuskan mengisi alamat pihak baik penggugat maupun tergugat sehingga
bisa memilih lokasi provinsi, kabupaten, dan kecamatan. Dengan kelengkapan data alamat
yang sudah diisi tersebut, maka biaya panjar dapat ditaksirkan sesuai dengan radius masing-
masing wilayah pengadilan sesuai dengan ketetapan ketua pengadilan. 5) Upload Berkas
Gugatan Tahap selanjutnya setelah mengisi data pihak yakni melengkapi dokumen gugatan
yang harus diupload pada tahapan upload berkas gugatan. Dalam tahapan upload berkas
gugatan juga diperlukan adanya upload data persetujuan principal. 6) Elektronik SKUM (E-
SKUM) Tahap yang dilakukan selanjutnya yaitu mengenai pengguna yang telah terterdaftar
untuk mendapatkan biaya panjar sebuah perkara yang terdapat pada E-SKUM yang secara 
otomatis deterhitung oleh sistem. Hal ini berkaitan erat dengan komponen dari biaya panjar
serta radius yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan pada perkara sebelumnya. Bahwa
jumlah biaya panjar perkara ini telah di dapat dari perhitungan yang dilakukan. Besaran biaya
ini harus sesuai dengan rumusan penentu dari taksiran biaya panjar itu sendiri untuk
melakukan perkara dalam gugatan. Namun apabila dalam proses persidangan terdapat
kekurangan mengenai biaya maka akan diberikan tagihan untuk penambahan biaya panjar
yang sesuai dengan membayarkan kekurangan sebelumnya. Sedangkan sebaliknya apabila
biaya pada panjar yang dibayarkan kelebihan maka dapat di kembalikan pada pihak yang
bersangkutan. 7) Pembayaran (e-Payment) Setelah mendapatkan taksiran biaya panjar atau E-
SKUM, maka pengguna terdaftar akan mendapatkan Nomor Pembayaran (Virtual Account)
sebagai rekening virtual guna melakukan pembayaran biaya panjar perkara. Setelah
melakukan pembayaran tersebut, maka status dari pendaftaran akan berubah secara otomatis.
Maka yang harus dilakukan selanjutnya adalah menunggu verifikasi dan validasi oleh
pengadilan guna mendapatkan nomor perkara. Pengguna terdaftar akan mengetahui dari 
email pemberitahuan yang menyatakan bahwa status pendaftaran dan email tagihan, dan
besaran biaya panjar yang harus dibayarkan. 8) Mendapatkan Nomor Perkara Apabila
pendaftaran perkara sudah dilakukan pembayaran, maka pengadilan akan mendapatkan
notifikasi atau pemberitahuan. Lalu pengadilan akan melakukan verfikasi dan validasi yang 
dilanjutkan dengan mendaftarkan perkara di SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara).
SIPP ini adalah sebuah aplikasi manajemen administrasi perkara di pengadilan. Maka nomor
perkara otomatis akan didapatkan dan SIPP juga akan secara otomatis mengirimkan informasi
pendaftran perkara bahwa telah berhasil didaftarkan melalui E-Coourt dan SIPP. Apabila 
pengguna terdaftar ingin memantau pendaftaran perkara secara online, maka pengguna
terdaftar bisa melakukannya pada menu detil verifikasi. Setelah nomor perkara sudah
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didapatkan, maka tahapan- tahapan pendaftaran perkara online telah selesai dilakukan dan
hanya menunggu pemanggilan dari pengadilan saja. Berhasilnya pendaftaran tersebut juga
akan mendapatkan email pemberitahuan, sehingga diharapkan informasi yang diberikan akan 
cepat sampai kepada pengguna terdaftar. c. Pandangan Para Pakar Terkait Penggunaan E-Court
1) Dirjen Badan Peradilan Agama Menjelaskan dalam diskusi virtual via Zoom, Kamis 16 Maret
2020 Dirjen Badan Peradilan agama dan Family Court of Australia mengenai kebijakan
MahkamahhAgung Republik Indonesia dengan diterbitkannya Surat EdarannNomor 1 Tahun
2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dalam Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya,
yang memerintahkan pengadilan untuk melakukan penyesuaian sistem kerja berdasarkan 
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yang mana 
hakim ataupun pejabat pengadilan dapat menjalankan tugas kedinasannya dengan bekerja di
rumah/ tempat mereka tinggal WFH.18 2) JusticeeJudyyRyan Sebagai Hakim senior di Family
Court of Australia dan koordinator kerjasama luar negeri ini berbicara mengenai keseluruhan 
kondisi pandemi Covid19 yang berdampak besar pada 18 Ridwan Anwar, “Bagaimana
Pengadilan Menghadapi Pandemi Covid19? Diskusi Virtual Ditjen Badilag dan Family Court of
Australia” https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar- ditjen-badilag/seputar-ditjen-
badilag/bagaimana-pengadilan-menghadapi-pandemi-covid19- diskusi-virtual-ditjen-badilag-
dan-family-court-of-australia diakses pada 12 Juni 2021, 21:35 masyarakat yang rentan, dalam
hal ini anak-anak dan perempuan serta krisis yang di hadapi sebagian besar masyarakat. Judy
Ryan juga menjelaskan beberapa hal. Pertama, pengadilan harus tetap dibuka, terutama untuk
melindungi orang- orang yang rentan yakni lansia, wanita, dan anak-anak akan terdampak
cukup besar karena pandemi, sehingga masih akan banyak tuntutan hukum. Pengadilan juga
harus memperhatikan kebersihan untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat bagi para 
hakim dan staf yang bertugas. Pengadilan harus tetap menjaga komunikasi antar pengadilan
baik di dalam maupun di luar negeri untuk berbagi pengalaman, selain itu juga penting untuk
memprioritaskan penanganan perkara. Kedua, perlunya penyediaan informasi perkara dan
persidangan secara online dengan memaksimalkan website pengadilan dan media sosial, 
mengoptimalkan layanan Call Center, Menganjurkan semua pendaftaran perkara ke sistem e-
Court secara elektronik, sehingga mengurangi jam pendaftaran langsung dan memaksimalkan
layanan bantuan hukum bagi orang yang kurang mampu. Ketiga, penyebaran virus Covid-19
juga akan berdampak besar akan berpengaruh pada pendaftaran perkara ketika pandemi
berakhir yang harus diantisipasi oleh pengadilan. Sejalan dengan jumlah kasus yang masuk,
permintaan keringanan kasus juga akan meningkat. Sehingga pengadilan harus siap untuk
meningkatkan kapasitasnya dalam menangani masalah ini, dengan tambahan taksiran 
pembebasan biaya perkara juga harus diperjuangkan agar dapat memberikan layanan secara
maksimal terhadap masyarakat. Keempat, prosedur persidangan juga harus disesuaikan
dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja yang telah diatur oleh pemerintah, serta
memenuhi prinsip dasar dalam hukum acara persidangan. 3) RobertnN. Cole-O LeeeReed
Menurut pendapatnya, dalam menyelesaikan sengketa di lembaga peradilan seringkali 
mengalami beban yang terlalu padat, lambat dan memakan waktu yang lama, juga mahalnya
biaya penanganan perka dan tidak responsif terhadap kepentingan umum, atau dianggap
formalistik dan teknis. E. MetodeePenelitian Metode penelitiannyang akan digunakan dalam
penulisan ini ialah hukum normatif. Hukum normatif sendiri merupakan tipe penelitian melalui
cara menelitibbahan pustaka ataupun dengan dataasekunder (terdiri dari bahan hukum primer
dan bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dari masing- masing hukum normatif).
Penelitian skripsi ini dilakukan dengan cara menganalisa peraturan perundang-undangan yang
terkait dengan pelaksanaan sidang perkara perdata melalui e-court dalam masa pandemi
Covid-19. Yang kemudian disusun, dikaji serta dibangdingkan dan tidak lupa ditarik dan dibuat
kesimpulan sesuai dengan topik yang diteliti. 1. Metode Pendekatan Metode pendekatan
merupakan sebuah pendekatan yang diharapkan dapat memeberika dan memungkinkan
diperolehnya jawaban atas permasalahan hukum yang ada sesuai harapan. a.
PendekatannUndang-Undang (statute approach) Pendekatan undang-undang dilakukanndengan
menganalisa semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan
penelitian hukum. 19 Dalam penelitian ini penulis akan menganalisa mengenai Peraturan
MahkamahhAgung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan
Persidangan di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan dan regulasi 
lainnya yang berkaitan dengan penelitian. b. PendekatannKonsep (Conceptualaapproach)
Pendekatan konsep ini dilakukan dengan mempelajari doktrin- doktrin maupun pandangan-
pandangan didalam ilmu hukum yang 19 Peter Mahmud Marzuki, 2005, “Penelitian Hukum”,
Jakarta, Kencana Prenada Media Group, Hlm. 133. berkembang untuk menemukan ide-ide
yang melahirkan konsep atau pengertian yang relevan dengan isu yang di bahas dalam
penelitian ini yang bertujuan untuk membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan
isu yang dihadapi.20 2. Bahan Hukum Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu
penelitian hukum, danpendekatan yang dilakukan adalah peraturan perundang- undangan
atau statute approach dan pendekatan koseptual atau conseptual approach. untuk
memecahkan masalah hukum yang akan dianalisa dalam penelitian ini, penulis menggunakan 
bahan hukum primer, sekunder dan tersier, ketiga bahan hukum tersebut adalah sebagai
berikut : a) BahannHukummPrimer Yaitu bahan hukum yang memiliki sifat mengikat serta
memiliki kekuasaan yang sah dapat berupa perundang-undangan maupun putusan-putusan
hukum atau juga sebuah catatan resmi. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian
ini adalah; 1) Undang-UndanggDasar NegaraaRepulik Indonesia Tahun 1945 2) Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata 3) Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman 20 Ibid, hlm. 135-136 4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun
20180tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik 5) Peraturan
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MahkamahhAgunggNomor 1 Tahun 2019 tentang AdministrasipPerkara dan Persidanganndi 
Pengadilan Secara Elektronik 6) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2020 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Diseasee2019
(COVID–19) di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Berada di Bawahnya. b)
Bahan HukummSekunder Berikut ini adalah bahan hukum yang memuat isi yang memberikan
penjelasan tentang bahanmhukum primer. Bahan hukum sekunder ini dapat berupa buku
amaupun tulisan ilmiah hukum yang berkaitan dengan topic dalam penelitian ini, yaitu; 1) 
Buku-buku mengenai Hukum Acara di Pengadilan 2) Jurnal yang memiliki tema sama dengan
penelitian ini 3) Arsip-arsip yang berkaitan 4) Artikel yang berkaitan c) Bahan Hukum Tersier
Bahanhhukummtersier berupa penjelasan maupun petunjuk tentang bahan hukum primer atau
bahan hukum sekunder yanggberasal dari kamus , internet maupun ensiklopedi, dan
sebagainya, adapun untukkpenelitian ini yaitu; 1) Kamushhukum 2) Ensiklopediaa 3.
Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum a. Studi Kepustakaan Yaitu bahan hukum yang
diperoleh berdasarkan literature- literatur, perundang-undangan, dokumen, ataupun bahan
pustaka lain. Dalam penelitian ini data dikumpulkan berkaitan dengan pelaksanaan e- court
yang sudah berjalan. b. Wawancara Metode wawancara ini dilakukan untuk memperoleh
keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab secara langsung antara
pewawancara degan narasumber atau orang yang diwawancarai, dengan tanpa atau
menggunakan pedoman wawancara.21 Wawancara dilakukan untuk mendapat informasi
tentang pelaksanaan acara persidangan dengan sistem e-court serta kelebihan dan kekurangan
apa dalam penggunaan sistem beracara berbasis elektronik. Wawancara dilakukan secara
terstruktur menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu, 21 Burhan Bungin, 2013, “
Metodologi Peelitian Sosial dan Ekonomi”, Jakarta, Kencana, hlm. 133 kemudianmelakukan
tanya jawab kepada panitera muda dan petugas pengelolah e-court yang ada di lingkungan
Pengadilan Negeri Gresik Kelas IA. 1) Lokasi Penelitian Berkaitan dengan permasalahan
penulisan ini guna memperoleh data dan informasi yang akurat, maka lokasi sebagai objek 
penelitian ini di Pengadilan Negeri Gresik kelas IA yang beralamat di Jl. Permata Selatan No.6,
Kembangan, Kec. Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61121. 4. Analisa Bahan Hukum
Analisa bahan hukum merupakan cara memanfaatkan sumer-sumber dari bahan hukum yang
sudah terkumpul untuk selanjutnya digunakan dalam memecahkan permasalahan dalam
penelitian ini. Dasar dari penggunaan analisis secara normatif ini bersuber dari bahan-bahan
hukum yang mengarah pada kajian-kajian yang bersifat teoritis dalam bentuk asas- asas
hukum, konsep-konsep hukum, dan juga kaidah-kaidah hukum.22 Dari bahan hukum tersebut
dilakukan penelitian deskriftif analitis, analisis bahan hukum yang digunakan adalah
pendekatan kualitatif dengan menganalisis 22 KB. Larantukan, 2017, “Metode Penelitian”, (cited
2021 september 19), available from: http://e-journal.uajy.ac.id/12062/4/MIH023383.pdf
pemaparan hasil-hasil penulisan yang sudah disistematisasikan tersebut dengan teori-teori
yang dikaji dalam hukum dan hukum positif untuk menjelaskan permasalahan hukum yang
sedang diteliti dengan kalimat yang mudah dipahami. Penelitian dengan analisis kualitatif
menghasilkan data deskriptif analitis yang mana akan dinyatakan secara apa adanya
berdasarkan kenyatan yang di jelaskan oleh narasumber. Hasil analisis data disajikan secara
deskriptif yang menggambarkan kenyataan yang berlaku sesuai apa yang diperoleh dari bahan
hukum primer dan sekunder, untuk itu penulis akan menjelaskan tentang pelaksanaan sidang
secara elektronik menggunakan e-court dan juga kelebihan serta kekurangan sistem tersebut. 
Kemudian, hasil penelitian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas
permasalahan yang diteliti yaitu penggunaan sistem beracara secara elektronik dalam perkara
perdata. E. Pertanggungjawaban Sistematika Untuk memudahkan pembaca dalam memahami
bahan laporan penelitian yang akan ditulis, maka penulis menyusunnya dalam pengumpulan
beberapa bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut: BAB I : PENDAHULUAN Pada bab
ini berisi penjelasan tentang alasan akademik memilih permasalahan tersebut yang dipandang
menarik, penting dan perlu diteliti oleh penulis, yaitu berisi latar belakang, rumusan masalah,
tujuan penelitian, manfaatpenulisan, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika
penulisan. BAB II : Pada bab ini berisikan tentang ruang lingkup e-court, proses dan prosedur
e-court di tinjau dari Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi
Perkara dan Persidangn di Pengadilan Secara Elektronik dan juga pelaksanaan peradilan
perdata melalui e-court dalam masa pandemic Covid-19 BAB III : Pada bab ini berisi tentang
pembahasan permasalahan kedua yaitu kelebihan dan kekurangan pelaksanaan peradilan
perdata melalui sistem e- court pada masa pandemi covid-19 berdasarkan wawancara yang
telah di laksanakan dengan beberapa narasumber dalam penelitian ini yakni Panitera Muda
Hukun dan petugas pengelolah e-court di Pengadilan Negeri Gresik Kelas IA. BAB IV : 
PENUTUP Bab ini merupakan penutup dari penulisan ini dan berisi tentang kesimpulan yaitu
statement atau pernyataan singkat yang merfleksikan hasil pembahasan, juga menjadi
jawaban atas permasalahan yang di rumuskan. Pada bab ini juga berisikan saran yang dapat
diberikan sebagai sumbangsih pengetahuan terkait pelaksanaan peradilan perdata melalui
sistem e-court pada masa pandemi covid-19 juga kelebihan dan kekurangan pelaksanaan
peradilan perdata melalui sistem e-court di Pengadilan Negeri Gresik Kelas IA, sebagai 
rekomendasi, harapan ataupun himbauan penulis kepada pihak terkait sehubungan dengan
hasil penelitian yang memerlukan tindak lanjut demi perbaikan. BAB II PELAKSANAAN
PERADILAN PERDATA MELALUI SISTEM E-COURT PADA MASA PANDEMI COVID-19 A. E-court
menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 PERMA ini merupakan penyempurna
dari PERMA sebelumnya atau PERMA no. 3 tahun 2018 tentang segala ketentuan administrasi
perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik. PERMA ini diterbitkan atas
pertimbangan dan didasarkan atas undang-undang no. 48 tahun 2009 mengenai kekuasaan
kehakiman diatur didalam pasal 2 ayat 4 yang didalamnya dijelaskan mengenai peradilan
dilaksanakan secara sederhana, cepat serta biaya yang ringan, sehingga perlu adanya 
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pembaharuan administrasi serta persidangan agar dapat mengatasi masalah dan hambatan
yang terjadi dalam proses pelaksanaan peradilan. Tuntutan perkembangan zaman menjadi
salah satu alasan dasar untuk diadakannya layanan administrasi perkara persidangan secara
efisien dan efektif. Jika didalam PERMA Nomor 3 Tahun 2018 sendiri mengatur mengenai
pengguna, pendaftaran perkara, pembayaran panjar biaya perkara, pemanggilan para pihak
yang mendaftar E-Court dapat dilakukan secara elektronik. Menurut PERMA Nomor 3 Tahun
2018, pengguna yang dapat beracara menggunakan e- Court hanya pengguna terdaftar.
Pengguna terdaftar yaitu advokat yang telah diverifikasi di Pengadilan Tinggi. Dalam PERMA
Nomor 3 Tahun 2018 pun belum mengatur mengenai persidangan secara elektronik. Maka dari
itu, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tanggal
6 Agustus 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.
PERMA ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2019. Dampak dari keluarnya peraturan
terbaru tersebut, Mahkamah Agung melakukan terobosan baru dalam aplikasi e-Court dengan
menambahkan menu e-litigation (persidangan secara elektronik). PERMA ini dikeluarkan 
dengan tujuan yang diatur dalam pasal 2 dijelaskan bahwa Peraturan Mahkamah Agung ini
merupakan landasan hukum untuk penyelenggaraan administrasi perkara atau persidangan
yang dilaksanakan di pengadilan melalui sistem elektronik guna mewujudkan penanganan
perkara secara professional, akuntabel, transparan serta efisien, efektif dan modern. PERMA ini
berlaku untuk perkara Perdata, Perdata Agama, Tata Usaha Militer serta Tata Usaha Negara
yang termuat dalam pasal 3 PERMA no.1 tahun 2019, untuk perkara pidana masih belum
diatur dalam perma ini.23 Demi mewujudkan UU no.48 tahun 2009 pasal 2 ayat 4 mengenai 
peradilan yang dilakukan secara sederhana, cepat serta dengan biaya yang ringan. Tidak
harus dilaksanakannya pemeriksaan serta acara yang dilakukan berbelit-belit yang dapat
mengakibatkan proses terjadi secara bertauhun-tahun atau bahkan harus dilanjutkan oleh
para penerusnya atau ahli warisnya. Maksud dari biaya ringan adalah harga yang rendah 
serendah mungkin yang dapat dipikul oleh rakyat, meskipun menggunakan asas peradilan
sederhana, cepat serta biaya yang ringan tidak akan mengesampingkan ketelitian dalam
mencari kebenaran serta keadilan yang nantinya akan diberikan kepada rakyat yang mencari
keadilan. Kerena sudah menjadi rahasia umum bahwa kekurangan dalam proses beracara di 
pengadilan sering kali memakan waktu yang lama, juga terdapat pihak yang menang ataupun 
kalah sehingga tidak sering memakan biaya yang besar.24 Fakta peradilan yang menggunakan
asas tersebut wajib di pegang teguh sesuai dengan undang-undang hukum acara perdata yang
mengatur mengenai pemeriksaan dan atau pembuktian yang dilakukan jauh lebih sederhana.
Dalam penerapan asas tersebut memiliki nilai keadilan yang fundamental serta tidak lepas 23 
Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019, Buku Panduan E-Court The Electronic Justice
System, Jakarta, hlm. 6. 24 Ni Putu Riyani Kartika Sari, 2019, Eksistensi E-court untuk
Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Sistem Peradilan Perdata di
Indonesia, Vol. 13 No 1, h. 3 dari fungsi pelayanan, hakim wajib menyadari bahwa dirinya
merupakan pejabat yang mengabdikan dirinya untuk kepentingan penegakan hukum. PERMA
no.1 tahun 2019 juga mengatur dan menjelaskan persidangan melalui sistem elektronik atau 
yang disebut dengan e-litigasi, maksudnya adalah rangkaian proses pemeriksaan serta
mengadili perkara oleh pengadilan dilakukan melalui dukungan dari perkenbangan tekologi, 
informasi dan komunikasi. Persidangan yang dimakud berlaku bagi proses persidangan dengan
struktur acara penyampaian gugatan, permohonan, keberatan, bantahan, perlawanan,
intervensi dengan perubahannya, penyampaian jawaban, replik, duplik, pembuktian,
kesimpulan serta yang terakhir adalah penyampaian putusan. 1. Pengguna Layanan 
Administrasi Perkara secara Elektronik PERMA no.1 tahun 2019 dalam peraturannya memiliki
perbedaan dengan PERMA no. 3 tahun 2018, perbedaan terletak pada e-court yang dulunya
hanya ditunjukkan kepada advokat, melui peraturan PERMA ini e- court bisa diakses oleh
seluruh masyarakat yang akan melaksanakan peradilan online. Dengan terbitnya PERMA Nomor
1 Tahun 2019, pengguna e-Court akan menjadi 2 (dua) kategori yaitu Pengguna Terdaftar yaitu
advokat dan Pengguna Lain. Syarat-syarat yang harus di penuhi untuk pengguna terdaftar
yaitu KTP, KTA atau Kartu Tanda Anggota, dan berita acara sumpah yang nantinya harus di
verifikasi oleh pengadilan tinggi tempat advokat di sumpah. Sedangkan untuk pengguna lain
bisa perseorangan, pemerintah maupum badan hukum, dan juga kuasa isidentil. Syarat yang 
harus dipenuhi bagi pengguna lain yaitu kartu identitas pegawai atau KTP, kartu pegawai dan 
surat tugas tugas bagi pihak yang mewakili. Syarat untuk pengguna perseorangan yaitu KTP
atau pun Paspor dan surat kuasa. 2. Pendaftaran Perkara secara Elektronik (e-filling)
Pendaftaran perkara secara elektronik disebutkan dalam pasal 1 angka 6 yaitu serangkaian
proses penerimaan gugatan/ permohonana, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan. Dalam
PERMA ini menjadi bertambah luas karena adanya tambahan meliputi keberatan/ bantahan/
intervensi, bahkan penerimaan pendaftaran upayah hukum juga sudah dapat dilakukan dengan
sistem pendaftaran elektronik ini. 3. Taksiran Panjar Biaya (E-SKUM) TaksirannPanjar Biaya,
setelah mendaftarkan perkara di e-court, pendaftaran perkara secara otomatis akan mendapat
Perkiraan Pembayaran Biaya (e-Skum) dan nomor pembayaran (Virtual Account) yang dapat
dibayarkan melalui (Multi Channel) yaitu tersedia secara elektronikm(e- Payment). Setelah
dilakukan pembayaran, pengadilan kemudian akan memberikan nomor perkara pada hari dan
waktu kerja, kemudian aplikasi e- court akan memberikan notifikasi yang menunjukkan
bahwaaperkara tersebut telah didaftarkan dippengadilan negeri. 4. Pembayaran Panjar Biaya
secara Elektronik (e-payment) Dijelaskan dalam pasal 10 bahwa pembayaran panjar biaya
perkara ditujukkan ke rekening pengadilan pada bank secara elektronik. Penambahan dan atau
pengembalian panjar biaya perkara juga dilakukan secara elektronik. Dalam pendaftarana 
perkara, para pengguna akan langsung mendapat Surat Kuasa Untuk Membayar atau yang
disebut SKUM yang dihitunga secara elektronik. 5. Dokumen Persidangan Dokumen elektronik
merupakan dokumen yang berkaitan dengan persidangan yang diterima, disimpan dan
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dikelolah di Sistem Informasi Pengadilan (pasal 1 angka 10). Dalam aplikasi E-Court, dokumen
persidangan berperan penting dalam mendukung tentang hal pengiriman dokumen persidangan
seperti jawaban, kesimpulan, duplik,, dan replik secara elektroniuk yang bisa diakses oleh
Pengadilan dan tentunya para pihak. Ketentuan mengenai dokumen elektronik ini merupakan
ketentuan yang baru diatur dalam PERMA nomor 1 tahun 2019. Para pihak dalam persidangan
harus menyiapkan dokumen elektronik, seperti tergugat dalam menyiapkan jawaban harus
disertai dengan bukti berupa surat dalam bentuk dokumen elektronik yang nantinya akan di
upload dalan sistem e-court ini. 6. Pemanggilan Elektronik (e-summons) Pada pasal 15
dijelaskan mengenai panggilan secara elektronik yang ditujukan kepada : 1) Yang pertama
ialah penggugat yang telah melakukan pendaftaran secara elektronik. 2) Yang kedua tergugat
dan/atau pihak lain yang memberikan pernyataan setuju untuk dipanggil melalui sistem 
elektronik. Bahwa berdasarkan perintah dari hakim maupun juru sita/ juru sita pengganti akan
mengirim surat panggilan untuk persidangan kedomisili elektronik masing-masing pihak melaui
sistem informasi pengadilan (pasal 16). pada pasal 18 ditegaskan bahwa meskipun panggilan
atau pemberitahuan dilakuakan melalui sistem elektronik statusnya tetap sah dan patut, namun
tetap harus mengirim surat panggilan sesuai dengan tenggang waktu yang sesuai dengan
undang-undang. 7. Persidangan Secara Elektronik (e-litigation) Seorang hakim bisa
menjelaskan mengenai hal yang berhubungan dengan kewajiban maupun hak dari para puhak
yang bersangkutan pada persidangan elektronik. Hal ini dilakukan supaya dapat memperlancar
persidangan berbasis elektronik. Persidangan ini di lakukan atas dasar dari persetujuan antara
para pihak penggugat dengan tergugat yang telah gagal menjalankan proses mediasi. 
Sedangkan dalam perkara yang sudah tidak memerlukan adanya mediasi maka persetujuan
dapat di berikan pada waktu sidang yang telah dihadiri oleh pihak penggugat maupun
tergugat hal ini diatur pada ketentuan pasal 19 Persidangan secara elektronik dilakukan 
dengan acara penyampaian gugatan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan, yang dilakukan
dengan prosedur sesuai dengan pasal 22, yaitu 1) Dokumen elektronik disampaikan selambat-
lambatnya pada hari dan jam sidang sesuai dengan court calendar atau jadwal yang
ditetapkan, setelah dokumen elektronik tersebut diterima dan diperiksa maka dokumen
elektronik tersebut deteruskan kepada para pihak oleh hakim atau hakim ketua. 2) Pada 
persidangan pembuktian tetap dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Namun
jika para pihak sepakat untuk melakukan sidang pemeriksaan saksi atau pum ahli secara
elaktronik atau online maka hal ini dapat dilakukan secara jarak jauh melalui media komunikasi
audio visual yang memungkinkan semua pihak dapat berpartisipasi dalam persidangan. Putusan
 atau penetapan juga diucapkan oleh hakim atau hakim ketua secara elektronik. 8. Putusan
Putusan yang ditetapkan oleh hakim dalam persidangan elektronik ini juga dapat dilakukan
dengan cara menyampaikan isi dari salinan putusan penetapan sidang elektronik yang
menyangkut para pihak. Hal ini menurut PERMA dianggap telah dihadiri oleh kedua belah pihak
serta sidang dilakukan secara terbuka untuk umum. Bahwa ketentuan yang dilakukan dalam
persidangan bersifat terbuka ini merupakan suatu pengaturan yang memiliki peran penting. Hal
ini dikarenakan apabila suatu putusan pengadilan dianggap sah apabila mempunyai kekuatan
hukum yang mengikat jika di ucapkan dalam sidang terbuka. Namun apabila ketentuan tidak
terpenuhi maka dapat berakibat pada putusan yang batal demi hukum. Ketentuan tersebut
telah diatur pada pasal 27 PERMA no 1 tahun 2019 yang menyatakan bawasannya sidang yang
dilakukan dengan menggunakan elektronik dengan jaringan internet publik secara hukum telah
memenuhi ketentuan serta asas persidangan bersifat terbuka untuk umum sesuai dengan
hukum yang berlaku.25 9. Tanda Tangan Elektronik (e-sign) Pengenalan identitas elektronik ini
adalah suatu hal yang baru diatur dalam proses persidangan elektronik. Dalam pasal 26 PERMA
telah diatur bahwa putusan/penetapan yang diletakkan dalam bentuk salinan 25 Sonyendah
Retnaningsih, et al., 2020, Pelaksaan E-court menurut PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang
Aministrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan E-Litigation menurut PERMA Nomor 1
Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik,
Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 50 No. 1 : 124-144, h.138 putusan/penetapan elektronik
yang diatur pada peraturan perundang- undangan pada informasi dan transaksi elektronik.
Untuk tanda tangan elektronik telah dijelaskan pada undang-undang no 19 tahun 2016
mengenai perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.
Pada ketentuan pasal 1 di angka 12 menyebutkan bahwasannya tanda tangan ini terdiri dari 
informasi dari elektronik yang di posisikan senagai dari alat autentikfikasi serta alat verifikasi.
Sehingga fungsi dari tanda tangan ini dapat digunakan sebagai pemverifikasian dari sistem
informasi yang di terima saat persidangan. Maka dalam melakukan peraturan di pengadilan
juga harus dilengkapi adanya sebuah sarana dan prasarana yang memadai serta menjamin
keaslian dari tanda tangan yang terdapat pada putusan elektronik. 26 B. Pelaksanaan Peradilan
Perdata Melalui Sistem E-court di Pengadilan Negeri Gresik Dalam Masa Pandemi Covid-19
Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Kelas 1A merupakan Pengadilan Tingkat Pertama,
bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara yang masuk di tingkat
pertamaguna menegakan Hukum dan Keadilan. Sebagai peradilan umum dibawah Pengadilan
Tinggi Surabaya 26 Ibid. dibawah naungan Mahkamah Agung RI untuk melakukan tugas
kekuasaan kehakiman yang merdeka. 27 Berdasarkan wawancara dengan panitera muda
hukum dan juga petugas e-court di lingkungan Pengadilan Negeri Gresik menjelaskan bahwa
Pengadilan Negeri Gresik Kelas 1A menerapkan sistem E-Court sejak tahun 2019 dengan
keluarnya PERMA nomor 3 tahun 2018, sedangkan untuk saat ini dilaksanakan sesuai PERMA
Nomor 1 tahun 2019. Awal diterapkannya sistem e-court ini dilakukan dalam 2 tahap, yang
pertama yaitu tahap pengenalan pada Juli 2019 dengan pihak penggugat atau pemohon tidak
wajib mendaftarkan perkaranya secara e-court. Tahap selanjutnya pada januari 2020
penggugat atau pemohon diwajibkan mendafatarkan perkara secara e-court. Berdararkan
penjelasan bapak Agus Yulianto,S.H.,M.Hum selaku Panitera Muda Hukum bahwa Pengadilan
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Negeri Gresik mendukung inovasi MA dengan mensosialisasikan dan menjelaskan informasi
terkait E-court ini di WEB resmi Pengadilan Negeri Gresik untuk dapat di akses oleh masyarakat
secara umum, dan juga para pengunjung dapat melihat dan mengenal adanya sistem baru
dalam bidang pengadilan melalui pamflet yang ada di dinding- dinding informasi di pengadilian
mengenai alur penggunaan e-court. Berdasarkan wawancara dengan ibu Erina Ratna Bidari, S.H
yang bertugas mengelolah e-court menjelaskan bahwa untuk jumlah perkara 27 Pengadilan
Negeri Gresik Kelas 1A “Tugas dan Fungsi” (Cited 2021 nov 10) available from : http://www.pn-
gresik.go.id/index.php/menu-link/tugas-dan-fungsi menggunakan sistem e-court di Pengadilan
Negeri Gresik Kelas 1A beralamat di Jl. Raya Permata No. 6, sampai 2021 tercatat sebagai
berikut : Pendaftaran (dibayar) : 686 Perkara Berhasil Nomor Perkara : 676 Perkara Perkara
Gugatan : 234 Perkara Perkara Gugatan Sederhana : 66 Perkara Perkara Bantahan : 7 Perkara
Permohonan : 369 Perkara Total e-Litigasi : 56 Perkara Di masa pandemic covid-19 ini terjadi
pelonjakan perkara perdata yang di selesaikan melalui e-court. Pandemi covid-19 menjadikan
kebutuhan untuk memiliki prosedur persidangan jarak jauh jadi semakin mendesak
menyebabkan para pihak lebih memilih beracara secara e-court. Dengan adanya pandemic ini
justru mempercepat terlaksananya PERMA nomor 1 tahun 2019 ini menjadi lebih maksimal
karena sebelum adanya pandemic banyak pencari keadilan yang masih mendaftarkan
perkaranya dan beracara secara manual. Jika dibandingkan dengan kesesuaian PERMA nomor 1
tahun 2019 dengan pelaksanaannya di Pengadilan Negeri Gresik maka dapat di analisan dalam
dua pembagian focus. Pertama pada bagian sebelum atau yang disebut pra persidangan dan
saat sidang berlangsung atau bagian persidangan. 1. Kesesuaian Proses Pra Persidangan 
dengan PERMA Nomor 1 tahun 2019 a. E- filling Pendaftaran secara elektronik ini merupakan
proses awal jika akan menyelesaikan perkara dengan e-court yaitu dengan upload dokumen
berupa surat gugatan dan surat pendukung lainnya. Di tahap ini maka pengguna akan
mendapatkan nomor pendaftaran namun bukan nomor perkara contohnya : PN GSK-
092021WCK. Di awal pendaftaran ini harus juga menyerahkan alat bukti berupa surat yang
sudah diberi materai dan di scan bersamaan dengan penyampaian gugatan yang di upload
melalui sistem elektronik. Pendaftaran di Pengadilan Negeri Gresik dibuka untuk perkara
gugatan, gugatan sederhana, bantahan dan juga permohonan. Untuk pendaftaran gugatan
paling banyak dilakukan yaitu perkara wanprestasi. Gambar 1 Skema Pendaftaran Gugatan
Online 28 b. Pengguna Layanan Pengguna yang terdaftar yaitu Advokat dan juga pengguna lain
yaitu perseorangan atau badan hukum dan pencari keadilan (non-advokat) yang telah
mendaftarkan akun dapat mengakses pendaftaran perkara secara online, pengguna terdaftar
harus melalui prosedur pengesahan Advokat oleh Pengadilan Tinggi tempat Advokat disumpah
untuk mendaftar dan mendapatkan akun. 28 Mahkamah Agung RI, Layanan E-Court, (Cited
2021 nov 10) available from: http://www.pn- gresik.go.id/index.php/layanan/informasi-
perkara-an-persidangan/e-court Gambar 2 Pendaftaran Pengguna Terdaftar29 Sedangkan
untuk pengguna lain yang belum memiliki akun e- court nantinya akan di bantu oleh petugas e-
court untuk membuat akun e-courtnya di layanan pojok e-court Pengadilan Negeri Gresik
dengan mengisi data permohonan e-court. 29 Mahkamah Agung RI, Layanan E-Court, (Cited
2021 nov 10) available from: http://www.pn- gresik.go.id/index.php/layanan/informasi-
perkara-an-persidangan/e-court Gambar 3 Data Permohonan E-court Pengguna Lain Adapun
yang perlu di perhatikan yaitu ketentuan berbeda untuk pengguna lainnya dan pengguna
terdaftar, untuk pengguna lainnya yang dimaksud adalah personal atau badan hukum maupun
pemerintah, dimana akun akan otomatis terblokir setelah 14 hari putusan dan hanya bisa
digunakan untuk satu kali penyelesaian perkara atau persidangan, dimaksudkan untuk
menjamin validnya data, jika akan digunakan kembali untuk menyelesaikan perkara lain maka
harus diverifikasi kembali ke pengadilan. Sedangkan untuk terdaftar atau advokat akun email
dapat digunakan tidak hanya satu perkara saja dengan syarat harus adanya form template
persetujuan principal, hal ini berkaitan dengan penyelesaian perkara agar lebih cepat namun
masih mengedepankan asas hak kesamaan dimuka umum. c. E-Payment Setelah melakukan
pendaftaran perkara maka akan otomatis keluar panjar biaya atau yang di sebut E-SKUM yang
harus dibayarkan, dalam hal ini Pengadilan Negeri Gresik menggunakan Bank BTN cabang
Gresik sebagai penyaluran pembayaran perkara. Untuk rincian informasi mengenai panjar biaya
penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Gresik tercantum dalan Penetapan Ketua Pengadilan
Negeri Gresik Nomor W14-U31/33.1/HK.02/I/2021. Bahwa besarnya panjar biaya proses
penyelesaian perkaravditetapkan berdasarkan biaya pemanggilan dan biaya hak kepaniteraan
meliputi pendaftaran, matera, redaksi, serta biaya kegiatan proses penyelesaian perkara.
Selanjutnya terdapat tombol pembayaran setelah pengguna medapatkan rincian pembayaran
atau e-SKUM,. Jika telah disetujui, nomor pembayaran atau virtual account yang berisi tagihan
dan status pembayaran besarnya panjar biaya akan dikirim melalui e-mail. Seletah proses
tersebut dilakukan lalu menunggu di verifikasi untuk mendapat nomor perkara dari pengadilan
tempat mendaftar contohnya 28/Pdt.G.S/2021/PN Gsk yang nantinya akan masuk dalam nomor
di SIPP Pengadilan. Gambar 4 Skema e-Payment30 d. E-Summons Tahap pemanggilan secara
elektronik di lakukan oleh Pengadilan Negeri Gresik melalui jurusita untuk pengiriman penggilan
secara elektronik menggunakan media Sistem Informasi Pengadilan. Pemanggilan ini
dimaksudkan untuk memberitahu adanya persidangan pertama. Dalam pelaksanaannya
penggugat akan dikirim surat 30 Mahkamah Agung RI, Layanan E-Court, (Cited 2021 nov 10)
available from: http://www.pn- gresik.go.id/index.php/layanan/informasi-perkara-an-
persidangan/e-court panggilan elektronik melalui domisili elektronik atau email sedangkan
tergugat untuk panggilan pertama di lakukan secara manual untuk memastikan agar pihak
tergugat atau termohon bisa mengetahui adanya panggilan dan mengetahui respon dari pihak
tersebut. Untuk selanjutnya jika tergugat menyetujui secara tertulis untuk di panggil secara
elektronik sesuai dengan pasal 15 PERMA nomor 1 tahun 2019. Pemanggilan secara elektronik
ini tidak di kenakan biaya, namun jika tergugat tidak menyetujui pemanggilan secara elektronik
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maka akan dilakukan pemanggilan secara konvensional dengan biaya yang berbeda. para pihak
harus datang di pengadilan setelah tahap pra persidangan tersebut melalui panggilan pada
waktu dan tempat yang sudah tertera pada relas panggilan. 2. Kesesuaian Proses Persidangan
Online atau e-litigasi dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Pada proses persidangan online
dilakukan beberapa langkah yang meliputi pertukaran dokumen pada acara persidangan
dengan dilakukannya gugatan, lalu permohonan selanjutnya mengenai jawaban dari para pihak
sehingga dapat di simpulkan dan dilakukan pembuktian setelahnya hakim dapat mengucapkan
putusan lalu melakukan pengiriman putusan kepada para pihak. Sejatinya tahapan awal sidang
online ini telah di berlakukan di berbagai pengadilan di Indonesia sebagai Pengadilan
percontohan yang di pilih oleh Mahkamah Agung. Bahwa Pengadilan Negeri Gresik Kelas IA
pertama kali melakukan sidang online ini diberlakukan pada awal tahun 2020. Dalam
pelaksanaanya sidang online maupun sidang biasa yang di lakukan di pengadilan ini sama saja
yang membedakan hanya pada sistemnya. Seperti pada saat di lakukannya replik duplik pada
sidang online pihak tidak perlu datang ke pengadilan karena telah di kiirmkan lewat email
pengadilan. Serta hakim tetap melakukan tugasnya dalam menjalankan persidangan sesuai
dengan jawaban berupa dokumen yang dikirimkan oleh para pihak.31 a. Sidang Pertama
Penyelesaian secara online belum dapat di terapkan pada sidang pertam karena alam
pelaksanaannya sidang awal tetap dilakukan secara langsung dengan menghadirkan para pihak
di ruang persidangan. Untuk selanjutnya hakim berwenang menjelaskan mengenai sistem e-
litigasi dan meminta persetujuan para pihak untuk melanjutkan seidang secara elektronik,
namun jika salah satu pihak tidak setuju maka dapat dilakukan sidang secara manual atau
biasa sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Dalam sidang pertama ini juga dimaksud
untuk pihak penggugat agar membawa syarat –syarat beracara dan menyerahkan tiga
dokumen asli, 31 Amal Tuyadiah, Muhammad Syukri Albani N, Elvira Dewi Ginting, 2020, “
Realisasi Persidangan Melalui Media Elektronik (e-litigation) di Pengadilan Agama”, Al-
Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Perdata Sosial Islam, UIN Sumatera Utara Medan yaitu 
surat kuasa, surat gugatan dan surat persetujuan prinsipal untuk di cek keasliannya. Jika pada
sidang pertama para pihak sudah lengkap, maka sebagai mana di atur dalam Peraturan
Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 akan di tempuh upayah mediasi terlebih dahulu dengan
jangka waktu normal 30 hari. Mediasi tetap dilakukan secara langsung sesuai dengan
ketentuan yang berlaku karena dalamPERMA nomor 1 tahun 2019 tidak mengatur mengenai
mediasi secara elektronik. Jika proses mediasi tidak berhasil dan tergugat setuju untuk
melakukan penyelesaian secara elektronik atau e-litigasi, selanjutnya hakim akan membuat
cort calendar yang disetujui oleh para pihak yang biasanya dilakukan secara manual akan
diinformasikan saat persidangan namun jika secara elektronik maka harus disepakati tahapan
dalam sidangnya dalam kurun waktu 7 hari. b. Sidang Kedua Sidang selanjutnya akan
dilakukan secara elektronik melalui fitur e- litigasi jika para pihak telah sepakat. Pertama pihak
lawan mengupload jawaban gugatan sesuai dengan court calender atau cort calender yang
merupakan template atau arahan waktu persidangan. Didalam court calender ini berisiskan
rencana jadwal sidang dan juga agenda sidang dari pertama sampai sidang putusan yang
dibuat oleh hakim dan telah di sepakati oleh para pihak pada sidang pertama. Dimana
kesepakatan diambil guna menentukan waktu persidangan dan agenda dengan kesanggupan
para pihak, kemudian barulah waktu persidangan untuk perkara tersebut ditentukan. Dokumen
yang telah di upload dalam sistem e-litigasi maka selanjutnya pihak pengadilan atau pengelolah
e-court akan memverifikasi terlebih dahulu barulah pihak lawan dapat mengakses jawaban
gugatan tersebut. Maka akun yang sudah diverifikasi pengguna harus diteliti guna memastikan
tanggal upload dokumen dan format PDF/JPG dengan benar dan jelas, hal ini mempengaruhi
akan diterima atau tidaknya dokumen tersebut. c. Sidang Replik dan Duplik Pada sidang replik
dan duplik atau jawab jinawap juga dilakukan sama seperti sidang kedua yaitujika dokumen
telah di upload sesuai dengan jadwal dan format yang benar maka akan di verifikasi oleh
pengadilan yang selanjutnya baru bisa di akses oleh pihak lawan. Berdaraskan ketentuan pasal
22 jika para pihak tidak mengupload dokumennya tanpa alasan sah dan sesuai dengan jadwal
yang di tentukan berdasarkan penilaian hakim, maka dianggap tidak menggunakan haknya.
Dalam pelaksanaannya di Pengadilan Negeri Gresik jika terdapat kendala teknis sehingga pihak
tidak dapat mengupload berkasnya maka bisa langsung menghubungi pengadilan terkait
kendala yang di alami misalnya dari sistem yang error maka bisa di toleransi tergantung
keputusan dari Hakim. Gambar 5 Contoh tampilan e-court Pengadilan Negeri Gresik d. Sidang
Pembuktian Pada pasal 25 sesuai dengan ketentuan hukum acara menyatakan persidangan
untuk pembuktian telah dilakukan sesuai dengan aturan. Hal ini dikatenakan alat bukti surat
dalam permasalahan hukum perdata dilakukan pemeriksaaan dengan cara double sistem check.
Artinya bahwa pelaksanaan pada saat memeriksa dilakukan secara online dan secara langsung
untuk mengecek keaslian dari dokumen para pihak. Namun untuk pemeriksaan saksi maupun
ahli dapat di lakukan secara online dengan media elektronik. Pembuktian dalam Pengadilan
Negeri Gresik ini meskipuan pelaksaanan dilakukan secara e-litigasi namun juga dilakukan
dengan pertemuan langsung. Hal ini dikarenakan apabila dilajukan hanya menggunakam media
online tidak semua pihak dapat melakukakn dengan baik. Sehingga PERMA no 1 tahun 2019
belum dapat dilakukan, hal ini juga di pengaruhi kecakapan dalam menggunakan teknologi
oleh para pihak. Dalam persidangan pembuktian surat ini dilakukan di ruang persidangan pada
pengadilan yang telah di tentukan. Pembuktian tambahan mengenai hal ini dapat dilakukan
namun tidak tertuang pada peraturan. e. Tahap Kesimpulan Kesimpulan juga dilakukan secara
online oleh para hakim dan akan dikirim salinan putusan secara online, Panitera Pengganti
berperan mengontrol komunikasi antara para pihak, dengan mengupload dokumen dalan
format PDF yang akan diverifikasi oleh Hakim. f. Putusan Putusan atau penetapan diucapkan
oleh hakim atau hakim ketua secara elektronik, dalam hal ini secara hukum memenuhi asas
terbuka untuk umum dan telah dianggap dihadiri oleh para pihak dan dilakukan dalam sidang.
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Majelis hakim menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dan mempublikasikannya,
salinan putusan atau penetapan elektronik ini memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah
(pasal 26). Setelah di upload pada sistem informasi pengadilan, salinan putusan dapat diunduh
oleh para pihak. g. Tanda Tangan Elektronik (E-Sign) TandaaTangannElektronik, berkas salinan
putusan dapat ditandatangani secara elektronik. Dalam hal ini Mahkamah Agung Republik
Indonesia bekerja sama dengan BSSN atau BadannSiberrdan SandinNegara melalui Balai
Sertifikat Elektronik yang merupakan Lembaga Pemerintah yang menyelenggarakan tugas
pemerintah dibidang keamanan siber dan persandian untuk menjamin keamanan dan legalitas
dokumen perkara. BAB III KELEBIHAN DAN KEKURANGAN PELAKSANAAN PERADILAN PERDATA
MELALUI SISTEM E-COURT PADA MASA PANDEMI COVID-19 Lahirnya PERMA nomor 1 tahun
2019 tentang Administrasi dan Persidangan di pengadilan secara elektronik ini menandai
berlakunya suatu konsep baru dalam hukum acara perdata, yaitu persidangan secara elektronik
dengan sistem yang disebut e-court yang merupakan bentuk konkret dari digitalisasi peradilan.
Kemajuan teknologi dan informasi dalam kehidupan di masyarakat akan terus berkembang 
apalagi di zaman milenial yang semua serba elektronik menyebabkan masyarakat dituntut
untuk dapat mengaplikasikan teknologi dan jaringan internet. Untuk itu, ada beberapa hal yang
menjadi factor pendukung dan penghambat jalannya e-court dan e-litigation yang menjadi
kelebihan dan kekurangan pelaksanaan peradilan perdata melalui sistem e-court apalagi di
masa pandemic covid-19 ini khususnya di Pengadilan Negeri Gresik Kelas IA. Berdasarkan
wawancara yang telah dilakukan penulis pada bulan November 2021 di Pengadilan Negeri
Gresik Kelas IA dengan beberapa narasumber yaitu panitera muda hukum dan juga petugas
pengelolah e-court bahwa pelaksanaan sistem e-court didasarkan pada PERMA nomor 1 tahun
2019. Dimasa pandemic covid-19 terjadi lonjakan perkara perdata yang didaftarkan melalui e-
court sampai 80% dari sebelum pandemic. Untuk persidangan dapat dilakuan secara e-litigasi
maupun manual jika memang harus dilakukan secara langsung namun tetap mematuhi protocol
kesehatan dan hanya pada mereka yang sehat. E-court menjadi alternative yang mampu
mengatasi proses pendaftaran perkara dilakuakan secara online agar tidak berhenti begitu saja
karean adanya pendemi. Hal ini dapat membatasi interaksi antara para pihak maupun orang-
orang di lingkungan pengadilan agar dapat mengurangi penyebaran virus covid-19. Untuk
pelaksanaan e-court di masa pandemic ini prosesnya sama saja, hanya yang membedakan
pada pengguna e-court yang sebelumnya hanya di peruntukkan untuk advokat atau pengguna
terdaftar berdasarkan PERMA no 3 tahun 2018 namun hanya beberapa advokat saja yang
memanfaatkan sistem ini. Dengan adanya pandemic ini membuat PERMA terbaru nomor 1
tahun 2019 dapat terlaksana lebih optimal dengan terjadinya peningkatan pendaftaran perkara
secara elektronik baik advokat maupun perorangan. A. Kelebihan Pelaksanaan Peradilan
Perdata Melalui Sistem E-court Tujuan dan manfaat dikeluarkannya sistem e-court ini adalah
untuk membantu penyelesaian perkara secara sederhana,cepat dan biaya ringan sesuai dengan
prinsip pengadilan hal ini tercantum dalam Pasal 2 ayat (4) UU no. 48 tahun 2009 tentang
kekuasaan kehakiman. Maksud dari asas ini yang pertama yaitu sederhana yang berarti bahwa 
pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif. Yang
kedua yaitu Cepat, asas cepat ini bersifat universal, hal ini berkaitan dengan waktu
penyelesaian yang tidak berlarut-larut. Yang ketiga yaitu asas ringan biaya berarti bahwa biaya
perkara dapat dijangkau oleh masyarakat. Kelebihan dengan adanya e-court ini dapat
dikatakan mampu mendukung asas peradilan perdata tersebut. Terdapat tiga point dalam asas
cepat, sederhana dan ringan biaya yang dapat di analisa terkait dengan pelaksanaan e-court,
yaitu sebagai berikut: 1. Peradilan Cepat Peradilan cepat berarti waktu singkat atau segera.
Belum ada satu konsep yang menerangkan cepat itu seperti apa sehingga asas cepat ini
bersifat universal, namun hal ini berkaitan dengan waktu penyelesaian yang tidak berlarut-larut
. Awal dari diterapkannya sistem elektronik ini tidak lain ditujukan untuk mempercepat
penyelesaian perkara dengan mengatasi ketika para pihak atau kuasa hukumnya tidak bisa
hadir pada persidangannya, dengan ini e-court mampu mengurangi penundaan yang
menyebabkan persidangan berjalan lebih efektif dan singkat sehingga penyelesaian perkara
hanya dengan sedikit waktu. Sebagai upayah menciptakan peradilan yang cepat dengan adanya
e-court ini dapat di benarkan ketika dilihat dari sisi pengadialnnya dimana dari petugas
pengadilan tidak perlu menjelaskan satu persatu terkait syarat mendaftar perkara kepada para
pihak yang menyebabkan antrian panjang dan membuat semakin lama prosesnya, sedangkan
dalam sistem e-court pihak pengadilan akan lebih cepat delam menginput perkara yang masuk
karena setiap pihak yang sudah lengkap pendaftarannya juga dengan format yang benar akan
bisa langsung masuk ke SIPP pengadilan. Seringa juga didapati waktu penyelesaian perkara
perdata yang dilakukan secara manual sampai berlarut-larut bahkan lebih dari 6 bulan,
sedangkan dengan diterapkannya e-court ini maka dapat meminimalisir adanya penundaan
sidang karena menuggu hadirnya para pihak, saksi maupun ahli, dengan sistem peradilan
menggunakan e-court ini para pihak sudah dianggap hadir dalam sidang yang jadwalnya telah
di sepakati, kecuali dalam sidang pembuktian. Para pihak yang mengupload dokumen sidang
sesuai dengan agenda sidang tidak lagi memikirkan jadwal yang berbenturan dengan kegiatan
lain karena bisa dilakukan dimana saja bahkan di luar jam kerja asalkan tidak melewati batas
akhir pengiriman, tidak perlu juga datang langsung ke pengadilan yang memakan waktu dan
juga biaya transportasi. Untuk itu proses persidangan dilakukan dengan tidak berbelit-belit
sehingga tercapainya asas cepat dalam persidangan elektronik. Asas peradilan cepat jika dilihat
dari sisi pemangku kepentingan atau pencari keadilan maka dapat dirasakan dimana para pihak
tidak harus datang ke persidangan dan mengantri, juga dalam hal pengiriman dokumen. Dapat
dilihat pula pada kestabilan jaringan maka tidak membutuhkan waktu lama untuk berhasil
mengupload dokumen, sehingga tidak banyak memakan waktu dan tidak perlu menghadapi
halangan dalam perjalanan. Namun dalam hal menghemat waktu dan meminimalisir hari sidang
dalam asas ini kurang begitu tepat karena meskipun sidang dilakukan secara online maupun
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konvensional jarak waktu antara sidang sama saja yaitu diberi senggang waktu 7 hari, hanya
yang membedakan jika sidang manual para pihak dapat menawar karena ada kepentingan lain,
sedangkan dalam sidang dengan sistem e-court ini lebih tertata karena adanya court calendar
yang dari awal persidangan sudah dibuat dan disepakati oleh majelis hakim dan para pihak
sehingga konsekuensinya tidak ada lagi pengunduran jadwal sidang karena kepentingan
individu atau belum siap. Jadi asas peradilan cepat ini diakui dalam penerapan e-court karena
kemudahannya menupload dokumen dan juga kecepatannya untuk dikirim kapan saja dan
dimana saja, namun untuk waktu tahapan sidang tetap sama saja bukan berarti sidang dapat
dilakukan dalam satu waktu karena hakim juga butuh mengamati dan pihak lawan pun juga
harus mempelajari untuk bisa memberi tanggapan. 2. Peradilan Sederhana Sederhana dalam
hal ini ditekankan pada sistem yaitu dengan digunakannya e-mai dan web pada sistem
informasi pengadilan akan mengubah kehadiran secara langsung sehingga menjadikan ruang
apapun untuk persidangan, hal ini dimaksud untuk menyederhanakan tahap sidang. Dengan
penggunaan teknologi ini mempermudah para pihak termasuk hakim dan juga pengadilan.
Bahwa yang di maksud sederhana dalam UU Kekuasaan Kehakiman yaitu dilakukan secara 
efektif dan efisien dalam hal pemeriksaan maupun penyelesaian perkara yang tuntas dengan
waktu yang di minimalisir sehingga lebih singkat. Maka kaitannya dengan adanya sistem e-
court ini menyederhanakan cara yaitu dengan adanya domisili elektronik yaitu e-mail maka
perkara dengan lebih mudah di selesaikan karena para pihak tidak perlu diribetkan dengan
serangkaian tahap-tahap persidangan yang panjang dan juga perlu mengantri jika melakukan
sidang manual. Dilihat dari sisi pengadilan dengan sistem e-court ini dapat mewujudkan asas
sederhana, dimana melalui sistem web dengan teknologi digital online akun yang terekam
secara otomatis semua terkait perkara yang terdaftar dan rekam jejak setiap perkara sehingga
pengadilan baik pengelolah pendaftaran maupun hakim dapat mengecek di satu link dengan
satu akun. Asas peradilan sederhana ini juga dapat dilihat dari pelayanan terpadu satu pintu
atau PTSP di pojok e-court yang bisa dihandle oleh satu petugas saja sehingga lebih sederhana
dalam proses sebelum sidang. Dalam hal pendaftaran ini dilakukan lebih sederhana yaitu
dengan hanya mengelolah pada baigian e-court, dengan sistem ini maka kan memudahkan
dalam pengelolaannya dan lebih santai tidak dikejar waktu sehingga mendukung tercapainya
asas sederhana, namun tidak dalam hal menghilangkan atau bahkan mengurangi beberapa
tahap atau persyaratan penyelesaian perkara karena baik melalui e-court maupun manual,
syarat ketentuan dan alurnya pun sama saja hanya yang membedakan adalan sistem. Jika
secara manual dilakukan dengan datang langsung ke pendadilan, sedangkan dengan e-court
dilakukan dengan membuka halaman e-court pada pengadilan yang bersangkutan lalu
mengupload file dokumen. Jika dilihat dari sisi pengguna sebagai para pencari keadilan akan
dipermudah dan lebih sederhana diamana hanya dengan menggunakan email dan kouta
jaringan internet untuk menyelesaikan perkaranya. Juga memungkinkan dilakukannya sidang
jarak jauh yang dilakukan dengan membuka web dari e-court Mahkamah Agung. Sederhana
dapat dilihat dalam proses menyiapkan file dan tidak harus mencetak semua dokumennya yang
biasanya terjadi salah cetak atau kendala lainnya. Dalam sistem ini juga terdapat arahan untuk
mengupload apasaja yang harus di upload. Jadi asas peradilan sederhana dalam penyelesaian
perkara dengan sistem ini ditekankan dengan pengelolaan dalam pengiriman berkas yang lebih
mudah. Namun hal ini dapat berjalan dengan semestinya jika para pihak sudah memahami
proses dan prosedur, tahap alur dan juga dapat menggunakan teknologi. 3. Peradilan Riangan
Biaya Asas ini menjadi pendamping dari asas cepat, sederhana dan ringan biaya. Dimana dalam
proses persidangan elektronik itu akan mempercepat penyelesaian perkara jika telah mampu
dilakukan secara sederhana sehingga dapat menghemat atau bahkan mengurangi biaya perkara
yang di keluarkan karena tidak ada penundaan yang mengulur waktu. Asas ringan biaya ini
berati dapat dipikul atau terjangkau oleh masyarakat. Dilihat dari sisi pengadilan, bahwa
penyelesaian perkara ini lebih murah sebab tidak ada biaya lain terkait fisik dan biaya
pengiriman relas panggilan sehingga menjadikan biaya panjar lebih murah dan terjangkau.
Sehingga dengan adanya sistem e-court ini diharapkan dapat mendukung asas peradilan
dengan biaya ringan, ditegaskan juga dalam PERMA no.1 tahun 2019 Dalam persidangan
manual taksiran besarnya panjar biaya juga dipengaruhi dari radius atau jarak pemanggilan
para pihak ke domisili tempat tinggalnya. Sedangkan dengan e-court, pemanggilan yang
dilakukan jurusita lebih mudah yaitu dengan mengirim relas ke domisili elektronik atau e-mail
kerena tidak lagi dilakukan secara langsung ke tempat pihak- pihak yang mungkin medannya
susah dan memakan waktu lama. Jadi dengan sistem ini dapat memangkas jarak sehingga
asumsinya lebih murah. Dilihat dari sisi pengguna sebagai pencarai keadilan, dalam hal
penyelesaian sidang yang berhubungan dengan administrasi persidangan, pihak yang
menyelesaikan perkara akan di hadapi juga dengan biaya lainnya yang harus di persiapkan
sepeti untuk transport dan juga biaya mencetak dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk itu
asas ringan biaya ini sangat terpenuhi. Dengan sistem ini tidak semua dokumen harus di print
seperti pada agenda jawab-jinawab, dokumen replik, duplik hanya perlu di upload pada sistem
ini. Dengan transformasi berkas perkara pengadilan yang berbentuk fisik menjadi berbasis
digital merupakan gagasan awal dari lahirnya E-court sehingga dengan adanya perkembangan
teknologi ini dapat juga menghemat pengguanaan kertas. Selain mendukung terpenuhinya asas
peradilan cepat, sederhana dan ringan biaya, dengan sistem elektronik ini juga memudahkan
akses control public terhadap putusan sehingga lebih transparan. Dalam PERMA ini ditegaskan
bahwa penetapan elektronik maupun salinan putusan memiliki akibat hukum yang sah dan
kekuatan hukum tetap yang nantinya akan di publikasikan pada sistem informasi pengadilan
sehingga terpenuhinya ketentuan dan asas persidangan tebuka untuk umum sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan. Dengan perkembangan teknologi digital akan mengeser
makna atau pandangan beberapa bagian seperti transparansi terbuka untuk umum dalam
persidangan elektronik dapat diartikan bahwa dalam e-court tidak lagi bermakna tentang
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kedatangan fisik, namun pergeseran makna yang dimaksud berarti bahwa masyarakat umum
dapat dengan mudah mengakses rekam jejak dengan lengkap dalam setiap tahap persidangan
dan juga berbagai dokumen dalam sebuah perkara dengan membuka web SIPP atau Sistem
Informasi Penelusuran Perkara. Tranparansi dalam hal ini juga terkait pembayaran atau
transaksi dapat dilakukan secara online sehingga mengurangi interaksi antara para pihak,
advokat dan pegawai pengadilan maupun hakim secara langsung sebagai upayah untuk tidak
terjadinya suap serta bebas dari praktik tindak pidana yang melibatkan para pihak dengan
pejabat-pejabat pengadilan. B. Kekurangan Pelaksanaan Peradilan Perdata Melalui Sistem E-
court Terlepas dari kelebihan dan kemudahan penggunaan sistem elektronik melalui e-court ini,
adapun kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya yang menjadi kekurangan
dari sistem e-court yang telah berjalan. 1. Ketersediaan infrasruktur yang kurang memadai
Keterbatasan infrastruktur yang kurang memadai baik dari internal pengadilan maupun ekternal
pengadilan atau dari sisi para pihak sering terjadi akses internet kurang baik sehingga terjadi
trouble atau gangguan pada sistem seperti penggunaan video conference atau audio
komunikasi visual terutama untuk pemeriksaan saksi sering terjadi hambatan ketersediaan
perangkat perangkat elektronik pada masing-masing pihak. Apabila infrastuktur untuk
mendukung peradilan secara elektronik ini ada yang kurang memadai maka akan berdampak
kurang terpenuhinya hak-hak para pihak. Dari internal pengadilan, kendala yang mungkin
terjadi yaitu pada sistem dan jaringan yang menyebabkan error pada saat penginputan data
atau dokumen, oleh karenya untuk mengatasi masalah tersebut akan dilakukan evaluasi dan
pengawasan guna memperbaiki kesalahan yang mungkin terjadi. 2. Pemangku kepentingan
kurang paham operasional PERMA, sehingga masih menggunakan sistem konvensional dengan
penyesuaian sistem elektronik. Pada kenyataannya masih banyak para pihak sebagai pemangku
kepentingan yang kurang memahami oprasionalisasi atau prosedur penggunaan e-court
berdasarkan PERMA no.1 tahun 2019, sebagai solusi reformasi hukum acara yang tersedia
namun masih dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan substansi PERMA, hal ini
dikarenakan pada proses peradilan tidak semunya bisa di-digitalisasikan, hanya beberapa
aspek saja yang tidak terlalu kritikal yang dapat di sederhanakan melalui otomatisasi. Oleh
sebab itu dalam pelaksanaannya masih menggunakan sistem konvensional dengan penyesuaian
sistem elektronik. Penerapan sitem ini masih baru berjalan kurang lebih 2 tahun jadi pengguna
dan para advokat masih belum terbiasa menggunakan sistem e- court bahkan tidak semua
kuasa hukum sudah mengetahui adanya pendaftaran gugatan melalui sistem ini dan sudah
sering menggunakan email untuk keperluan sehari-hari sehingga perlu tingkatkan kembali 
sosialisasi oleh Mahkamah Agung maupun Pengadilan-pengadilan yang ada dibawahnya. 3. E-
litigasi dalam perkara perdata masih mengandalkan konsensualisme atau kesepakatan para
pihak. Mengenai peraturan hukum positif Indonesia saat ini yang masih menggunakan asas
kesepakatan dari para pihak di dalam proses tata cara litigasi. Hal ini berarti tidak adanya
paksaan secara eksplisit maupun suatu kewajiban yang di gunakan oleh pihak penggugat
maupun tergugat dalam menggunakan tatacara persidangan berbasis elektronik saat ini. Bahwa
persidangan dengan elektronik ini hanya dapat dilakukan apabila para kedua belah pihak
sepakat untuk menempuh jalur hukum dengan cara sidang elektronik. Apabila tergugat belum
terdaftar bagian dari pengguna layanan yang berbasis online dan tergugat tidak di wakilkan
oleh kuasa hukum maka persidangan tidak dapat dilakukan dengan cara e-court. Dalam
pelaksanaanya apabila perkara yang terjadi lebih dari satu pihak tegugat bahkan sebagian
tergugat tidak setuju dengan proses sidang online maka dapat disimpulkan tidak dilakukan
sidang secara online. Namun apabila di tengah proses persidangan klien memutuskan
hubungan hukum serta klien tidak menunjuk kuasa hukum lain dikarenakan tidak ada biaya,
maka hal ini juga dapat mempengaruhi pelaksanaan sistem sidang elektronik tidak terlaksana.
4. Aturan aturan dasar masih mengacu pada HIR/Rbg Efektivitas e-litigasi belum berjalan
secara optimal, karena peraturan dasar masih merujuk kepada HIR/RBg dan hukum acara lain
yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan, hal ini dikarenakan proses
pembentukan undang-undang hukum acara perdata yang baru memerlukan proses yang
panjang sementara peningkatan efektifitas dan efisiensi peradilan dibutuhkan segera. Seperti
pada tahap mediasi tetap dilakukan secara konvensional atau tatap muka sesuai peraturan
yang berlaku karena jika dilakukan secara virtual tidak akan maksimal, begitu pula dengan
pembuktian tambahan belum di atur lebih lanjut dalam PERMA ini namun tetap dapat dilakukan
secara langsung. Juga belum adanya prosedur tetap dan modul standart infrasruktur sehingga
masih berbeda-beda pelaksanaannya di setiap pengadilan. 5. Kesiapan SDM Masih terbatasnya 
sumber daya manusia dalam hal ini yaitu para penggunanya yang belum mampu menerapkan
sisten ini atau masih gagap teknologi. Pada pelaksanaannya masih didapati pula kendala jika
para pengguna yang mengunggah dokumen yang kurang jelas seperti hasil scan yang sulit
dibaca ataupuk kualitas gambar yang kurang baik. Oleh karenanya masih perlu di sosialisasikan
ke lembaga penegak hukum maupun komunitas advokat dan juga instansi pemerintah sebagai
pengguna layanan ini. Sehingga jika para pengguna sudah cakap, sarana dan prasarana sudah
mendukun untuk pelaksanaannya sudah tersedia maka akan sangat memudahkan agar dapat
berjalan secara maksimal sebagai pemenuhan asas sederhana, cepat , dan juga biaya ringan.
Guna mangatasi kendala dan juga hambatan, untuk itu di Pengadilan Negeri Gresik berupayah
menyiapkan sarana dan prasarana guna menunjang pelaksanaan e-court dengan
mempersiapkan pelayanan pojok E-court pada PTSP atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk
melakukan pendampingan bagi para pihak yang akan mendaftarankan gugatan melalui e-court
maupun membuatkan akun serta mempersiapkan petugas yang siap melakukan pendampingan
bagi kuasa hukum yang akan mendaftarakan gugatan melalui e- court. Pengadilan Negeri
Gresik mendukung inovasi MA dengan mensosialisasikan dan menjelaskan informasi terkait E-
court ini di WEB resmi Pengadilan Negeri Gresik untuk dapat di akses oleh masyarakat secara
umum, dan juga terdapat pamflet atau poster mengenai alur penggunaan e-court yang di
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pasang di lingkungan pengadilan sehingga para pengunjung bisa melihat dan mengenal adanya
sistem baru dalam bidang pengadilan. Dan juga menyarankan pihak-pihak yang berperkara
untuk melakukan penyelesaian perkaranya secara elektronik agar dapat memanfaatkan
kemudahan layanan e-court. Diharapkan dengan sistem persidangan elektronik ini aspek
transparansi dan akuntabilitas tetap terjaga dalam perkara perdata, meskipun sistem ini masih
sebatas tukar menukar dokumen persidangan. Selain itu, sistem pembuktian sebaiknya
dilakukan dalam persidangan langsung atau kenvensional karena transparansi sangatlah
penting di tahap pembuktian. Pelaksanaan sistem ini juga masih mengedepankan aturan dasar
hukum acara perdata yaitu kesepakatan para pihak yang mana sistem ini tidak dapat dilakukan
jika salah satu pihak tidak menyetujui. Dan juga peraturan dasar pelaksanaan PERMA no.1
tahun 2019 masih mengacu pada HIR/Rbg namun terdapat perbedaan mendasar yaitu pada
sistem yang digunakan hal ini dikarenakan MA sebagai pemegang kekuasaan kehakiman 
dituntut untuk memiliki peradilan yang berbasis teklologi dan mengikuti perkembangan zaman
demi meningkatkan kualitas pelayanan public di pengadilan namun disisi lain ketika membuat
suatu kebijakan yang inovatif seperti e-court berbenturan dengan regulasi lama seperti HIR dan
Rbg. Dalam asas kemanfaatan hal ini dapat dimaklumi dimana suatu produk hukum atau
peraturan pada pokoknya harus mampu menjadi jawaban dan solusi bagi persoalan yang ada di
masyarakat. Terlepas dari masalah yang mungkin muncul dalam pelaksanaan sidang secara 
elektronik ini baik dari factor internal pengadilan maupun eksternal pengadilan yaitu para pihak
penggunanya, dengan hadirnya e-court membuat peradilan yang lebih murah, cepat, efektif 
dan efisien serta terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, dan sangat dirasakan mafaatnya
terutama di masa pandemi covid-19. BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan 1. E-court merupakan
sistem layanan elektronik di pengadilan yang dapat digunakan oleh pengguna terdaftar maupun
pengguna lain untuk menyelesaikan perkara secara online. Pengadilan Negeri Gresik kelas IA
melaksanakan sistem e-court berdasrkan PERMA no.1 tahun 2019 sejak Juli 2019 untuk
pendaftaran perkara dan administrasi pengadilan sedangkan e- litigation baru dilaksanakan
pada awal 2020. Pelaksanaan peradilan perdata melalui sistem elektronik ini sudah berjalan
cukup baik dan memudahkan apalagi di masa pandemic covid-19 yang menjadikan kebutuhan
untuk memiliki prosedur persidangan jarak jauh menjadi semakin mendesak sehingga terjadi
peningkatan pendaftaran perkara melalui sistem e-court. 2. Dengan diterapkannya sistem baru
dalam penyelesaian perkara perdata ini terdapat kelebihan yang menjadi factor pendukung
dengan adanya e-court ini yaitu mendukung tercapainya asas peradilan cepat, sederhana dan
juga biaya ringan. Selain itu dengan sistem elektronik ini juga memudahkan akses control
public terhadap putusan sehingga lebih transparan. Adapun kekurangan yang menjadi factor
penghambat atau kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan e-court baik dari sistem maupun
para penggunanya yang kurang cakap mengunakan teknologi atau belum memahami oprasional
PERMA. B. Saran 1. Meningkatkan sarana dan prasarana terkait e-court maupun e-litigation
guna menunjang pelaksanaan sistem ini agar dapat berjalan lebih optimal. 2. Perlu adanya
sosialisasi terkait e-court melalui iklan layanan masyarakat baik cetak maupun elektronik agar
masyarakat dapat lebih mengetahui adanya layanan ini dan lebih melek teknologi. 3. Kualitas
SDM baik dari internal pengadilan maupun eksternal pengadilan perlu ditingkatkan dalam
menghadapi perkembangan teknologi di pengadilan. 4. Kepada Mahkamah Agung diharapkan
untuk lebih menyempurnakan sistem e-court dengan melengkapi kekurangan-kekurangan
dalam pelaksanaan e- court saat ini. 5. Kepada para pencarai keadilan maupun advokat serta
pejabat pengadilan untuk dapat memanfaatkan layanan e-court secara maksimal demi
menjalankan tugas penegakan hukum agar terciptanya peradilan yang transparan dan
akuntable sehingga bebas dari praktik illegal yang melibatkan para pihak dengan pejabat-
pejabat pengadilan. 6. Diperlukan juga dukungan legislasi yang memadai dari Pemerintah dan
DPR, sehingga mendapat bentuk payung hukum berupa Undang-Undang. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
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